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WAKIL BUPATI SUMBA BARAT 
 
 
Salam sejahtera bagi kita semua. 
Assalamu ‘alaikum warahmatullaahi wa barakatuh  
  

Saudara-saudara warga masyarakat Sumba Barat yang saya hormati dan cintai. 

Dengan memanjat Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rinkasan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (RLPPD) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 

merupakan kewajiban konstutisional Kepala Daerah sebagaimana telah diatur  dalam 

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat 

(1) bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah, RLPPD ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Perbaikan kinerja pemerintah daerah menduduki posisi penting dan strategis 

dalam melaksanakan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab. Perbaikan kinerja pemerintah daerah dapat 

menciptakan pelaksanaan otonomi daerah yang bersih, bertanggung jawab serta 

mampu menjawab tuntutan tata pemerintahan yang baik. Perbaikan kinerja tersebut 

mewajibkan kepala daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan. 
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Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(RLPPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 merupakan informasi utama kemajuan 

dan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun anggaran 2022 

yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga dapat memperoleh masukan dan 

saran dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah tahun berikutnya. 

RLPPD Kabupaten Sumba Barat  Tahun 2022 memuat Capaian Kinerja Makro, 

Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil EPPD dan Opini atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, Ringkasan Realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta Inovasi Daerah. 

 Kepala Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan ini disusun dengan 

pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja berdasarkan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. 

 Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sumba Barat  sangat 

terkait dengan visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat. sebagaimana 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun    

2021 – 2026, yaitu : 

” TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU, BERDAYA SAING 

DAN BERKEADILAN ” 

Untuk itu ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun  2021–2026,  

sebagai berikut : 

 

1. MENGEMBANGKAN  USAHA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERBASIS  

PERTANIAN DENGAN PARIWISATA SEBAGAI PENGGERAK UTAMA;   

2. MENINGKATKAN KUALITAS KEEHATAN MASYARAKAT MELALUI PELAYANAN 

KESEHATAN YANG PROFESIONAL, MUDAH DAN TERJANGKAU; 

3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI PRIBADI 

YANG CERDAS, UNGGUL DAN BERDAYA SAING MELALUI PEYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN YANG MEMADAI, BERKUALITAS DAN TERJANGKAU; 

4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG 

KAWASAN UNTUK MENJAMIN AKSESIBILITAS PENATAAN PEMBANGUNAN; 

5. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM; 

6. MENINGKATKAN KAPASITAS APARATUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 

YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN BERJIWA MELAYANI. 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumba Barat 

Tahun 2022 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selama tahun 2022 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah 
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dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah sebagai berikut: 

 

A. Gambaran Umum 

1.  Aspek Geografis Daerah  

Secara geografis  Kabupaten Sumba Barat  terletak antara,         9˚ 22’–9˚ 

47’ Lintang Selatan (LS) dan 119˚ 08’–119˚ 32’ Bujur Timur (BT), dan 

berdasarkan posisi geografisnya, memiliki batas-batas administratif 

pemerintahan :  

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sumba Tengah,  

- Sebelah Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya,  

- Sebelah Utara dengan Laut Sawu, dan  

- Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia. 

 Kabupaten Sumba Barat terdiri atas 6 wilayah kecamatan yaitu 

kecamatan–kecamatan : Tana Righu, Loli, Wanukaka, Lamboya,  Kota 

Waikabubak dan  Laboya Barat . Luas wilayah daratan mencapai 737,42 

Km²,  engan rincian luas kecamatan : Kecamatan Tana Righu 139,79 Km² 

atau 18,96%, Loli 132,36 Km² atau 17,95%, Wanukaka 133,68 Km² atau 

17,04%, Kecamatan Lamboya 125,65 Km² atau 18,13%, Kecamatan Kota 

Waikabubak 44,71 Km² atau 6,06%, dan Kecamatan Laboya Barat 161,23 

Km² atau 21,86%,  11 kelurahan dan 63 Desa. Jika luas wilayah daratan di 

atas bila diakumulasikan dengan luas wilayah laut, maka total wilayah 

Kabupaten Sumba Barat adalah 1.178,42 Km², yakni terdiri dari wilayah 

daratan seluas 737,42 Km², dan wilayah laut seluas  441 Km². 
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Tabel.  Luas Wilayah Per Kecamatan      

Kabupaten Sumba Barat 

 

No.  
Kecamatan  

Luas  

Wilayah  

(km2)  

Persentase (%)  

1  Tana Righu  139,79 18,96 

2 Loli  132,36 17,95 

3  Wanukaka  133,68 18,13 

4  Lamboya  125,65 17,04 

5 Kota Waikabubak  44,71 6,06 

6  Laboya Barat  161,23 21,86 

 Jumlah  737,42 100,00 

 

 Penduduk Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2022 berjumlah 

149.802 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 37.207. Jumlah 

penduduk tersebut jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin : laki–laki 

sebanyak 76.641 jiwa dan perempuan sebanyak 73.161 jiwa, dengan 

tingkat kepadatan sebesar 203,25 jiwa/Km². Tingkat kepadatan penduduk 

perkilometer persegi sangat bervariasi, yakni Kecamatan : Kecamatan Tana 

Righu 175,01 jiwa/Km, Loli 293,84 jiwa/Km, Kecamatan Wanukaka 

146,63 jiwa/Km, Kecamatan Lamboya 185,10 jiwa/Km, Kota Waikabubak 

767,99 jiwa/Km dan Kecamatan Laboya Barat 57,34 jiwa/Km. Gambaran 

tentang penduduk Kabupaten Sumba Barat menurut kecamatan, dapat 

disajikan dalam tabel di bawah ini.  

 

Jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Barat 
Tahun 2022 Menurut Kecamatan 

 

 

No. 
Kecamatan 

Jumlah Penduduk 

Jumlah 
Kepadatan  

Jw/Km 
Laki–

laki 
Perempuan 

1. Tana Righu 12.465 12.001 24.466 175,01 

2. Loli 20.104 18.789 38.893 293,84 

3. Wanokaka 9.988 9.614 19.602 146,63 

4. Lamboya 11.915 11.343 23.258 185,10 

5. Kota 

Waikabubak 

17.427 16.910 34.337 767,99 
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6. Laboya Barat 4.742 4.504 9.246 57,34 

Jumlah 76.641 73.161 149.802 203,25 

             Sumber: Dispenduk & Capil 2022 

 

B. Realisasi Anggaran pendapatan belanja daerah 

Target dan Realisasi  Pendapatan  Daerah Tahun Anggaran 2022 

 
a. Realisasi Penerimaan  

  Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba 

Barat  Tahun 2022, realisasi pendapatan Kabupaten           Sumba Barat 

adalah Rp. 693.256.410.308,83,  dengan persentase realisasi pendapatan 

daerah pada Tahun Anggaran 2022  yaitu : 

 Pendapatan asli daerah, realisasinya sebesar                                                      

Rp 70.474.824.022,27 dengan  capaian 132,63 % . 

 Pendapatan transfer, realisasinya sebesar                                

Rp. 599.403.659.304,00 dengan  capaian 97,62 %. 

 Lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasinya sebesar

 Rp. 23.407.439.066,00 dengan capaian 119,29 % 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan 

transfer/dana transfer masih dominan dibandingkan dengan total 

pendapatan asli  daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun 

realisasi masing- masing uraian pendapatan daerah dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah, terealisasi Rp. 70.445.311.938,83 atau sebesar 

132,57 % dari target sebesar Rp. 53.137.545.443,00 terdiri atas : 

 Pendapatan pajak daerah, terealisasi                                                        

Rp. 27.074.133.196,50 atau sebesar 163,28 % dari target sebesar                

Rp. 16.581.229.435,00 

 Pendapatan retribusi daerah, terealisasi 2.721.500.962,00 atau 

sebesar 119,02 %dari target sebesar Rp. 2.286.609.300,00. 

 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang 

dipisahkan, terealisasi Rp. 4.531.104.366,00atau sebesar 100% dari 

target sebesar Rp4.531.104.366,00. 

 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terealisasi sebesar                                

Rp. 36.118.573.414,33 atau sebesar 121,45% dari target sebesar                                 

Rp. 29.738.602.342,00. 
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2) Pendapatan Transfer 

 Pendapatan transfer yang diterima dengan realisasi                                   

Rp. 599.403.659.304,00 atau sebesar 97,62% dari target                              

Rp. 614.019.873.206,00. Pendapatan transfer               terbagi atas 2 (dua)  yaitu 

pendapatan transfer pemerintah pusat, dan pendapatan transfer antar 

daerah lainnya. 

 Pendapatan transfer pemerintah pusat, realisasi                                                     

Rp. 581.946.277.276,00 dari anggaran                                                            

Rp. 588.941.588.655,00 atau capaian 98,81 %. 

 Pendapatan transfer Antar  daerah lainnya,  realisasi                                             

Rp. 17.457.382.028,00 dari anggaran  Rp. 25.078.284.551,00 atau 

capaian 69,61 %. 

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan realisasi                                              

Rp. 23.407.439.066,00 atau sebesar 119,29 % dari anggaran                                     

Rp. 19.622.660.200,00 terdiri atas : pendapatan hibah (realisasi                             

Rp. 5.058.045.500,00 dari anggaran Rp. 158.000.000,00 atau sebesar 

3.201,29 %) dan lain - lain pendapatan yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan  ralisasi  Rp. 18.349.393.566,00 dari anggaran                        

Rp. 19.464.660.200,00  atau sebesar  94,27 %. 

 

b. Realisasi Pengeluaran  

 Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 1) belanja 

operasi 2) belanja modal 3) belanja tak terduga  dan 4) belanja transfer. 

Selama Tahun 2022, belanja  untuk membiayai pembangunan daerah di 

Kabupaten Sumba Barat  terealisasi sebesar Rp. 687.963.130.345,00 

dengan komponen belanja operasi 95,96% atau sebesar                                             

Rp. 435.733.234.112,00 Kemudian belanja modal 100,64 % atau                                 

Rp. 142.839.593.855,00, selanjutnya belanja tak terduga sebesar 20,77 % 

atau   234.000.000,00 dan belanja transfer sebesar 99,98 % atau                              

Rp.  109.156.302.378,00 Realisasi belanja daerah Kabupaten Sumba Barat 

tahun 2022  adalah   Rp. 687.963.110.345,00  atau 97,40% dari anggaran 

yang ditetapkan sebesar  Rp. 706.324.689.902,00 .  
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         Target dan Realisasi  Pendapatan  Daerah Tahun Anggaran 2022                                                          

( Sebelum dilakukan  Audit BPK RI) 

 

No  URAIAN ANGGARAN REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 

1 

 
PENDAPATAN 
DAERAH 

 
686.780.078.849,00 

 
693.256.410.308,83 

 
100,94 % 

1.1 

 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)  

 
53.137.545.443,00 

 
70.445.311.938,83 

 
132,57 %  

 

Pajak Daerah  16.581.229.435,00 27.074.133.196,50 163,28 % 

 Retribusi Daerah  2.286.609.300,00 2.721.500.962,00 119,02 % 

 Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

4.531.104.366,00 4.531.104.366,00 100,00  
% 

 

Lain-lain PAD Yang 
Sah  

29.738.602.342,00 36.118.573.414,33 121,45% 

1.2 
PENDAPATAN 
TRANFER 

614.019.873.206,00 599.403.659.304,00 97,62 % 

 

Pendapatan Transfer 
Pemerintah pusat 

588.941.588.655,00 581.946.277.276,00 98,81 % 

 

Pendapatan Transfer 
Antar Daerah 

25.078.284.551,00 17.457.382.028,00 69,61 % 

1.3 LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

19.622.660.200,00 23.407.439.066,00 119,29 % 

 
Pendapatan Hibah 

158.000.000,00 5.058.045.500,00 3.201,29 
% 

 Lain-Lain Pendapatan 
Yang Sah Sesuai 
Degan Peraturan 
Perundang –
Undangan 

19.464.660.200,00 18.349.393.566,00 94,27 % 

2 BELANJA DAERAH 706.324.689.902,00 687.963.130.345,00 97,40 % 

2.1 BELANJA OPERASI  454.082.785.869,00 435.733.234.112,00 95,96% 

 Belanja Pegawai 190.146.741.909,00 181.407.753.146,00 95,40% 

 

Belanja Barang dan 
Jasa 

257.936.235.868,00 238.019.321.579,00 92,28% 

 
Belanja Hibah  

 
5.877.408.092,00 

 
5.335.745.856,00 

 
90,78% 

 Belanja Bantuan 122.400.000,00 10.970.413.531,00 8.962,76 
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No  URAIAN ANGGARAN REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 

Sosial % 

2.2 BELANJA MODAL  141.935.516.710,00 142.839.593.855,00 100,64 % 

 
Belanja Modal Tanah  

320.000.000,00 307.352.500,00 96,05 % 

 
Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 

18.607.042.245,00 22.291.661.641,00 119,80 % 

 

Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 

34.041.286.050,00 32. 868.070.896,00 96,55 % 

 
Belanja Modal Jalan, 
Jaringan dan Irigasi 

84.415.482.415,00 82.806.827.773,00 98,09 % 

 
Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 

4.551.706.000,00 4.565.681.045,00 100,31 % 

2.3 
BELANJA TAK 
TERDUGA 

1.126.489.023,00 234.000.000,00 20,77 % 

 

Belanja Tidak 
Terduga 

1.126.489.023,00 234.000.000,00 20,77 % 

2.4 BELANJA  TRANFER 109.179.898.300,00 109.156.302.378,00 99,98 %  
 
 
 
 

 Belanja Bagi Hasil 693.983.500,00 693.983.498,00 100 % 

 Belanja Bantuan 
Keuangan 

108.485.914.800,00 108.462.318.880,00 99,98 % 

 Surplus/(devisit) (19.544.611.053,00) 5.293.279.963,83 (27,08)% 
 

3 
PEMBIAYAAN DAERAH 

    

3.1 
PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

33.294.611.053,00 33.287.881.777,31 99,98% 
 

 Sisa Lebih 
Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

33.294.611.053,00 33.287.881.777,31 99,98%  

 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN  

13.750.000.000,00 13.750.000.000,00 100 % 
 

 
PENYERTAAN MODAL 
DAERAH 

13.750.000.000,00 13.750.000.000,00 100 % 
 

 PEMBIAYAN NETTO 19.544.611.053,00 19.537.881.777,31 99,97 %  

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN (SILPA) 

0,00 24.831.161.741,14 0,00  

                           SumberData:BKAPD,Data Sementara Tahun 2022 

                                                     
 

C. CAPAIAN KINERJA MAKRO 

 Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian 

kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya 

dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro sebagai berikut : 
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Tabel 

Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Sumba Barat                               

Tahun  2021 -2022 

 

No  Indikator Kinerja 
Makro 

Capaian Kinerja 
Tahun 2021 

Capaian 
Kinerja Tahun 

2022 

Laju Kinerja 
(%) 

1 Indeks 
Pembagunan 
Manusia (IPM) 

63.83 64.43 0.09 

2 Angka 
Kemiskinan 

28.39 27.47 -3.241 

3 Angka 
Penganguran 

1.74 2.98 71.26 

4 Pertumbuhan 
Ekonomi 

1.03 3.23 213.59 

5 Pendapatan 
Perkapita 

16.303 16.950 8.57 

6 Ketimpangan 
Pendapatan 

0.339 0.34 0.295 

 Sumber: Data Diolah Tatapem 

 

1. Indeks Pembangunan Manusia 

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan 

pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan 

indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM 

menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, 

dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur 

panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan 

(knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). 

 IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, 

indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga 

indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai 

minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.  

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran 

perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk. 
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IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari 

pembangunan. 

Komponen yang diukur dalam IPM adalah : 

 

1. Income (Pengeluaran Rill per kapita) 

2.  Expectation of life (angka harapan hidup) 

3. Years of scholly (pendidikan)  

4. Elitaration rate (tingkat buta huruf) 

 
Grafik   

IPM Kabupaten Sumba Barat 2018 -2022 
 

 
 

 Dari  tabel  dan grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten 

Sumba Barat di atas,  dimana IPM merupakan indikator yang digunakan untuk 

melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat 

kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, 

yaitu kecepatan dan status pencapaian. Selama kurun waktu 2018 - 2022, IPM 

Kabupaten Sumba Barat terus mengalami perkembangan yang positif. Sejak 

tahun 2018  hingga tahun 2022  angka IPM Kabupaten Sumba Barat  selalu di 

atas 60. Seiring dengan proses pembangunan, IPM terus meningkat hingga 

mencapai angka 64,43 pada tahun 2022. Meningkatnya IPM ini menjelaskan 

bahwa upaya pembangunan SDM yang telah dilakukan selama ini menuju ke 

arah yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia dibedakan menjadi 4 

(empat) kategori, yaitu rendah   (IPM < 60.00) Sedang ( 60≤ IPM≤ 70 ) tinggi ( 

70≤ IPM < 80) status pembangunan manusia Kabupaten Sumba Barat  masih 

dalam kategori sedang 

2. Persentase Angka Kemiskinan 
 

62,99

63,56 63,53

63,83

64,43

62

62,5

63

63,5

64

64,5

65

2018 2019 2020 2021 2022

IPM Kab. Sumba Barat 2018 -2022
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 Untuk mengukur kemiskinan, dengan menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan 

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi 

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan 

yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. 

 

Adapun angka kemiskinan Kabupaten Sumba Barat dapat di Lihat pada 

tabel dan grafik di bawah ini : 

 

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten 
Sumba Barat Tahun 2018  - 2022 

 
NO Tahun Persentase (%) 

 

1 2018 28.51 
 

2 2019 28.29 
 

3 2020 28.17 
 

4 2021 28.39 
 

5 2022 27.47 
 

                 Sumber:BPS 2023 

 
 

Grafik 
Persentase penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat 

Tahun 2018 – 2022 

 
 

 
 

3. Pengangguran 

Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat 

kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak 

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, 
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permasalahan utama dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. 

Permasalahan pengangguran memiliki dampak pada kerawanan sosial dan 

keamanan. Fenomena pengangguran menggambarkan adanya kelebihan 

penawaran tenaga kerja (lexcess supply) pada pasar kerja dibandingkan 

lowongan yang tersedia. Pengangguran juga merupakan            keadaan dari 

seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh 

pekerjaan. 

Tabel  

 Persentase Penganguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat 

 Tahun 2020 -2022 

No Tahun  % Penganguran 

   

1 2020 3.95 

   

2 2021 

 

1.74 

  

 

 

3 2022 2.98 

 

 

   
 

Grafik   

Penganguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat 2020 -2022 

 

 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat adanya penurunan angka pengangguran 

di Kabupaten Sumba Barat  yang menyebabkan nilai pendapatan masyarakat 

pun ikut  meningkat , artinya jika pendapatan menurun maka daya beli 

masyarakat juga mulai menurun. Hal ini menyebabkan masalah terlambatnya 

pergerakan roda ekonomi.  
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4. Pertumbuhan Ekonomi  
 

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat pada  tahun 2022 

sebesar 3,23 persen meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 1,03 persen. 

Laju pertumbuhan ekonomi dimana laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumba 

Barat  disumbangkan oleh bidang usaha pertanian, perikanan pemerintahan 

dan perdagangan. Tahun 2022 PDRB ADHB Kabupaten Sumba Barat  sebesar 

2 583,33 Milyar  rupiah sedangkan PDRB ADHK 1 449,06 Milyar rupiah. 

 Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan untuk melihat 

kemajuan suatu wilayah  dan bagaimana hasil pembangunan yang 

dilaksanakan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan 

pemerintah berhasil secara efektif, akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang 

signifikan dalam masyarakat.  

Tabel  

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010   

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumba Barat  
Tahun 2018 - 2022 

 
 

No  Tahun Persentase (%) 
 

1 2018 5.07 
 

2 2019 5.13 
 

3 2020 -0.27 
 

4 2021 1.03 
 

5 2022 3.23 
 

                      Sumber:BPS SB 2023 
 
 

Grafik 
Persentase Laju PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2018- 2022 
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5. Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku) 

 Ukuran kesejahteraan memang sulit dicakup dalam satu indikator secara 

komprehensif, dan untuk data pendapatan per kapita tidak tersedia di instansi- 

instansi Kabupaten Sumba Barat , namun data yang mendekati dengan 

pendapatan per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita 

dapat dilihat dari  dua sisi, yaitu PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku 

(ADHB) dan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB per kapita 

atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya produktivitas perorangan 

yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga dari komoditi yang diproduksinya, 

sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk 

mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita. PDRB per kapita Atas Dasar 

Harga Berlaku  (ADHB) belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat. 

Hal ini disebabkan angka tersebut dihitung berdasarkan harga berlaku yang di 

dalamnya  terkandung unsur kenaikan harga barang dan jasa (inflasi). 

Kemampuan daya beli masyarakat yang sebenarnya terlihat dari nilai PDRB per 

kapita Atas Dasar Harga                                  Konstan (ADHK). 

 
Tabel   

  Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 – 2022 (Rp.ribuan) 
 

PDRB Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
ADHB 16.313 16.303 16.950 
ADHK 9.971 9.796 9.836 

  Sumber: BPS NTT 2023 
 

Untuk Tahun 2022  dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Barat  

sebanyak 149.802 jiwa, dengan PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan 

sebesar Rp.9.836.000 dengan  komponen/lapangan usaha penyumbang PDRB  

yaitu pertanian,kehutanan, perikanan,perdagangan, pemerintahan dan jasa 

perdagangan. 

 

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) 
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 Rasio Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan 

tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini 

berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya 

pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki 

pendapatan yang sama. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa distribusi 

pendapatan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), 

sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai 

Koefisien Gini-nya makin mendekati satu. Secara umum dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

 

 0,00< G < 0,35  → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah  

0,35< G < 0,50   → pemerataan / ketimpangan sedang  

G > 0,50              → pemerataan rendah / ketimpangan 

Penetapan Rasio Indeks Gini Kabupaten Sumba Barat, mengikuti Rasio Indeks 

Gini Provinsi NTT. Data yang digunakan untuk pengukuran ini bersumber dari 

BPS  Nusa Tenggara Timur  Tahun 2022, dimana  angka Rasio  Indeks  Gini 

Nusa Tenggara Timur  tahun 2022  adalah 0,34. Dengan demikian  Kabupeten 

Sumba Barat  dapat diklasifikasikan dengan  pemerataan/ketimpangan 

sedang. 
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E. CAPAIAN  URUSAN PEMERINTAHAN 

Adapun Realisasi Anggaran   dan pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh pemerintah daerah pada Tahun 2022, disajikan dalam tabel Urusan Pemerintahan di bawah 

ini: 

Tabel 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran ( Output) dan Hasil (Input) Tiap Urusan 

no indikator kinerja kunci Keluaran capaian kinerja Capaian No indikator kinerja kunci Hasil capaian kinerja Capaian Sumber Data 

1 2 3  4 5 6  7 

I. URUSAN WAJIB 
1 PENDIDIKAN 

1 Tingkat partisipasi warga negara 
usia 5-6 tahun yang 
berpartisipasi dalam PAUD 

Jumlah anak usia 5-6 Thn yang sudah tamat atau 
sedang Belajar di PAUD  3.862 Orang 
                                 X 100% 
Jumlah  anak usia 5-6 tahun  5.384 orang 

71,73 % 1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 
Terakreditasi  
(Negeri dan Swasta) 

97 PAUD 97 PAUD  

    2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang 
menerima perlengkapan dasar peserta didik dari 
Pemerintah Daerah 

0 0  

    3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang  
menerima pembebasan biaya pendidikan 

0 0  

    4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri 
dan Swasta) 

556 orang 556 orang  

    5 Jumlahpendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) 511  Guru 511  Guru  

    6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang 
memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana 
(S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan 
lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru 
pendidikan anak usia dini 

153 guru 153 guru  

    7 Jumlah Kepala Sekolah PAUD  (Negeri dan Swasta) 
yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau 
sarjana (S1) -IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat 
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala 
sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan 
dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari 
lembaga pemerintah 

21 Orang 21 Orang  

2 Tingkat partisipasi warga negara 
usia 7- 
12 tahun yang berpartisipasi 
dalam pendidikan dasar 

Jumlah anak usia 7-12 Thn yang sudah tamat atau 
sedang Belajar di SD 17.326  Siswa 
                                 X 100% 
Jumlah  anak usia 7-12 tahun 17.409  Orang 

99,52% 1 Jumlah SD Negeri Terakreditasi 88  buah 88  buah  

    2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri 
dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar 
peserta didik dari Pemerintah Daerah 

7000 Siswa 7000 Siswa  



 

17 

 

no indikator kinerja kunci Keluaran capaian kinerja Capaian No indikator kinerja kunci Hasil capaian kinerja Capaian Sumber Data 

1 2 3  4 5 6  7 

    3 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar 
yang menerima pembebasan biaya  
pendidikan 

17.326 Orang 17.326 Orang  

    4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang 
sekolah dasar (Negeri dan  
Swasta) 

1.330 Orang 1.330 Orang  

    5 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah 
dasar (Negeri dan Swasta) 

1.012 orang 1.012 orang  

    6 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri 
dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-
IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 

583  orang 583  orang  

    7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar 
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau 
S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat 
pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 

71 orang 71 orang  

    8 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang 
sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki 
ijazah SMA/sederajat 

149 orang 
 
 

149 orang 
 

 

3 Tingkat partisipasi warga negara 
usia 13- 
15 tahun yang berpartisipasi 
dalam pendidikan menengah 
pertama 

Jumlah anak usia 13-15 Thn yang sudah tamat atau 
sedang Belajar di SMP. 9.034 siswa 
                                 X 100% 
Jumlah  anak usia 13-15 tahun 10.811 orang 

83,64 % 1 Jumlah SMP Negeri & Swasta Terakreditasi 31  buah 31  buah  

    2  Jumlah peserta jenjang sekolah menengah pertama 
yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari 
Pemerintah Daerah 

0 0  

    3 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah 
pertama yang menerima pembebasan biaya 
pendidikan 

6.443 siswa 6.443 siswa  

    4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang 
sekolah menengah pertama 

808 808  

    5 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah 
menengah pertama 

694  guru 
 

694  guru 
 

 

    6 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah 
pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) 
atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 

647 guru 
 

647 guru 
 

 

    7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah 
menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, 
sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan 
dan pelatihan calon kepala sekolah 

37  orang 
 

37  orang 
 

 

    8 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang 
sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah 
SMA/sederajat 

119 orang 119 orang  

4 Tingkat partisipasi warga 
negara usia  7- 18 tahun yang 
belummen yelesaikan 
pendidikan dasar dan 

Jumlah anak usia 7-18 Thn yang belum tamat atau 
sedang Belajar di Pendidikan Kesetaraan 54  orang 
                                 X 100% 
Jumlah  anak usia 7-18 tahun 39.089  orang 

0.13 % 1 Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan terakreditasi            
( Negeri dan Swasta) satuan pendidikan kesetaraan 
terakreditasi (Negeri dan Swasta) 

1  buah PKBM 1 buah  
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no indikator kinerja kunci Keluaran capaian kinerja Capaian No indikator kinerja kunci Hasil capaian kinerja Capaian Sumber Data 

1 2 3  4 5 6  7 

menengah yang  berpartisipasi 
dalam pendidikan kesetaraan 

    2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang 
menerima perlengkapan dasar peserta didik  
Pemerintah Daerah 

0 0  

    3 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (yang 
menerima pembebasan biaya pendidikan  

54 orang 54 orang  

    4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan 
pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)   

32 orang 32 orang  

    5 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 
(Negeri dan Swasta) 

40 orang 40 orang  

    6 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma 
empat (D-IV) atau sarjana (S1) 

25  orang 25  orang  

    7 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan 
kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah  
D-IV atau S1,  sertikat Pendidik, Surat Tanda Tamat 
dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah   

71 Orang 71 Orang  

    8 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan 
kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah  
D-IV atau S1 

1 orang 1 orang  

7. URUSAN kESEHATAN 
 

1 Rasio Daya Tampung  
Rumah Sakit Rujukan 

Jumlah daya tamping rumah sakit rujukan 280 
tempat tidur 
                                 
Jumlah Penduduk 149.802 jiwa 

0,0187  1 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi 
sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai 
standar 

2  RS 2 RS  

2 Persentase RS Rujukan Tingkat 
kabupaten/kota yang 
terakreditasi 

Jumlah RS Rujukan  2  Buah 
                                 X 100% 
Jumlah    Rumah Sakit  3 Buah 
=  

66,67 % 1 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 1 buah 
 

1 Buah  

3 Persentase ibu hamil 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan  
 

Jumlah   Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan 2.572 orang orang 
                                 X 100% 
Jumlah  Ibu Hamil . 2.572 orang  

100% 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia  ada dan tersedia  1 2 jenis obat -
obatan 

12 Jenis  

    2 Jumlah SDM kesehatan untuk  
pelayanan antenatal 

3 orang 3 orang  

4 Persentase ibu bersalin 
mendapatkan pelayanan 
persalinan 

Jumlah  Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan 
persalinan  2.030 orang 
                                 X 100% 
Jumlah   ibu bersalin 2.057 orang 

98,67 % 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia ada dan tersedia  13 jenis obat -
obatan 

13 Jenis  

    2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal 
esensial sesuai  
standar 

3 orang 3 orang  

5 Persentase bayi baru lahir 
mendapatkan pelayanan 

Jumlah  Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Layanan 
Kesehatan Sesuai Standar = 2.003 Bayi 

100% 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia ada dan tersedia  13  jenis obat -
obatan  

13 Jenis  
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no indikator kinerja kunci Keluaran capaian kinerja Capaian No indikator kinerja kunci Hasil capaian kinerja Capaian Sumber Data 

1 2 3  4 5 6  7 

kesehatan bayi baru lahir                                  X 100% 
Jumlah  bayi Lahir 2.003 Bayi  

    2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan 
sesuai standar 

3 orang 3 orang  

6 Cakupan pelayanan kesehatan 
balita  
sesuai standar 

Jumlah  Balita yang mendapatkan pelayanan Sesuai 
dengan Standar  11. 030 orang 
                                 X 100% 
Jumlah  Balita 11. 158 Orang 

98,85 % 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersediadukungan logistik kesehatan yang tersedia 

ada dan tersedia 11  jenis obat -
obatan 

11 Jenis  

    2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal 
esensial sesuai  
standar 

3 orang 3 orang  

7 Persentase anak usia 
pendidikan dasar yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 
mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 
11. 810 Orang 
                                 X 100% 
Jumlah  Anak Usuai Pendidikan 17.879 orang 

66,05 % 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersediadukungan logistik kesehatan yang tersedia 

tersedia 7  jenis obat –obatan 
 

tersedia 7 jenis 
obat –obatan 

 

    2 Jumlah Jumlah SDM Kesehatan SDM kesehatan 
untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan 
dasar sesuai standar 

3 orang  3 orang  

8 Persentase orang usia  
15-59 tahun mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai  
Standar 

Jumlah  Orang Usia 15 – 59 Tahun Yang 
Mendapatkan Skrining Kesehatan   5.771 
                                 X 100% 
Jumlah  Penduduk 15 -59    96.967 orang  

595 % 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersediadukungan logistik kesehatan yang tersedia  

tersedia 10  jenis obat –obatan tersedia 10  jenis 
obat –obatan 

 

    2 Jumlah Jumlah SDM kesehatanSDM kesehatan untuk 
pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar 
sesuai standar  

3 Orang 
 

3 Orang 
 

 

9 Persentase warga negara usia 
60 tahun ke atas 
mendapatkan skrining 
kesehatan  
sesuai standar  

Jumlah  Orang Usia 60  Tahun Yang Mendapatkan 
Skrining Kesehatan  5.484 
                                 X 100% 
Jumlah   Orang 60 Tahun Keatas 7.784 

70.45% 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersediadukungan logistik kesehatan yang tersedia 

10  Jenis Obat Obatan 10  Jenis Obat 
Obatan 

 

    2 Jumlah Jumlah SDM kesehatanSDM kesehatan untuk 
pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar 
sesuai standar 

3 Orang 
 

3 Orang 
 

 

10 Persentase penderita hipertensi 
yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Jumlah Penderita Hepertensi  yang mendapatkan 
pelayanan  3.377 orang 
                                 X 100% 
Jumlah  Penderita Hepertensi 3.450 

97,84 % 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersediadukungan logistik kesehatan yang tersedia 

10 Jenis Obat Obatan 10 Jenis Obat 
Obatan 

 

    2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

4 orang 4 orang  

11 Persentase penderita  
DM yang  
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Jumlah  Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar  447 orang 
                                 X 100% 
Jumlah Penderita DM    447 orang 

100 % 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 6 Jenis Obat Obatan  6 Jenis Obat 
Obatan 

 

    2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan  
kesehatan sesuai standar 

4 orang 4 orang  

12 Persentase ODGJ berat yang  Jumlah  ODGJ Yang Mendapatkan Pelayanan 100 % 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 6  jenis obat –obatan tersedia 6  jenis  
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no indikator kinerja kunci Keluaran capaian kinerja Capaian No indikator kinerja kunci Hasil capaian kinerja Capaian Sumber Data 

1 2 3  4 5 6  7 

mendapatkan pelayanan 
kesehatan jiwa sesuai standar 

Kesehatan Sesuai Standar 67 orang 
                                 X 100% 
Jumlah   ODGJ  67 Orang 

tersediadukungan logistik kesehatan yang tersedia  obat –obatan 
 

    2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

3 orang 3 orang  

13 Persentase orang terduga TBC  
mendapatkan pelayanan TBC 
sesuai standar 

Jumlah  orang terduga TBC Yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 295 Orang 
                                 X 100% 
Jumlah   TBC  295 Orang 

100 % 1 Jumlah dukungan logistikdukungan logistik kesehatan 
yang tersedia 

tersedia  12  jenis obat –obatan tersedia  12  
jenis obat –
obatan 

 

    2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

3 Orang 
 

3 Orang 
 

 

14 Persentase orang dengan 
resiko terinfeksi HIV  
mendapatkan pelayanan 
deteksi dini HIV sesuai standar 

Jumlah orang  dengan resiko terinfiksi HIV Yang 
Mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV  (Pelayanan 
Kesehatan HIV Sesuai Standar) 4.204 
                                 X 100% 
Jumlah Orang Dengan Resiko terinfeksi HIV 4.501 

93 % 1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersediadukungan logistik kesehatan yang tersedia 
 
 

7  jenis obat –obatan 7  jenis obat –
obatan 

 

    2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

3 Orang 
 
 

 

3 Orang 
 

 

8. URUSAN PEKERJAAN UMUM 
 

1 Rasio luas kawasan 
permukiman rawan banjir yang 
terlindungi oleh infrastruktur 
pengendalian banjir di  
WS  Kewenangan 
Kab/Kota 

Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang 
terlindungi oleh infrastuktur pengendalian Banjir  di 
WS kewenangan Kabupaten  0 
                                 X 100% 
Luas Kawasan Perkumiman Rawan Banjir  Di WS (ha)  
Kewenangan Kab  0 

0 % 1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS 
kewenangan  
kabupaten/kota (ha) 

0 Ha 0 Ha  

    2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan 
banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 

0 Ha 0 Ha  

2 Rasio luas kawasan 
permukiman sepanjang pantai 
rawan abrasi, erosi, dan  
infrastruktur pengaman pantai 
di WS Kewenangan Kabupaten 

���� ������� �	
������� �	������ 
������ 
���� ��
��� ���� �	
�������� ��	� 
���
���
����
 �	������ ������ �� �� 

�	�	������ �������	�/���� (�) 0 
                                 X 100% 
���� ������� �	
������� �	������ 

������ 
���� ��
��� �� �� �	�	������ 
�������	�/���� (�)  

0 % 1 Luas Kawasan Pemukiman  Sepanjang Pantai  yang 
rawan Abrasi, Erosi dan akresi  di WS kewenangan 
kabupaten/kota  

0 Ha 0 Ha  

    2 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan 
abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan  
Kota/Kabupaten(m)  

0 Ha 0 Ha  

    3 Rencana Tata Pengaturan air dan tata 
pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS 
Kewenangan Kota / Kabupaten 

0 0  

    4 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata 
pengairan/rencana pengelolaan sumber daya 

0 0  
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airkewenangan Kota/Kabupaten 

    5 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan 
sungai milik  
pemerintah Kota/Kabupaten 

0 0  

3 Rasio luas daerah irigasi 
kewenangan kabupaten/kota 
yang dilayani oleh jaringan 
irigasi 

���� �
����� �	�	������ ��� ���� ���� 
�������� ��	� �
����� �
����� ���� 
�������� (��),  ������������ 

(��),��
	���������� (��),����	
��� ��� 
�	����
� (��)    3.268,60 Ha                                                
                                     X 100% 
 ���� ��	
�� �
����� �	�	������ �������	� 
���� 4.772,33 Ha 

68,41 % 1 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam 
kondisi baik 

Panjang jaringan irigasi primer 
dalam kondisi baik 47.352 m 
 
                                 X 100% 
Panjang jaringan irigasi primer 
66.747 m 

70,94 %  

    2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam 
kondisi baik 

Panjang jaringan irigasi sekunder 
dalam kondisi baik (m) 14.315,2 m 
                        X 100 
Panjang jaringan irigasi sekunder 
(m) 20.945,5 m 

68,34 %  

    3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier  
dalam kondisi baik 

Panjang jaringan irigasi primer 
dalam kondisi baik 0 m 
 
                                 X 100% 
Panjang jaringan irigasi primer 0 m 

0 %  

4 Persentase kapasitas yang 
dapat terlayani melalui 
penyaluran air minum curah 
lintas kabupaten/kota 
terhadap kebutuhan 
pemenuhan kapasitas yang 
memerlukan pelayanan air 
minum curah lintas  
kabupaten/kota 

 ������ ��������� �����
���� ���� 
���� 
������ ���� �	��������� ���	�  

�	
����� ��
 ����� �	����� ���� �
����� 
�	
������ ��� ����� �
����� �	
������ 
�	
��������  22.950 
                                 X 100% 
Jumlah   Total Proyeksi  Rumah Tangga 
Kabupaten/Kota  33.358 

68,79% 1 Pemenuhan dokumen RISPAM  lintas kabupaten/kota ada ada  

    2 Tersusun  dan  
ditetapkannya JAKSTRADA  
Kab/Kota 

0 
 

0  

    3 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota 
penyelenggaran  
SPAM  

1 buah 1 buah  

    4 Jumlah Izin yang diberikan kepada BUMD untuk 
melakukan Peyelenggaraan SPAM  

0 
 

0  

    5 Jumlah kerja sama penyelenggaran  
SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah 
daerah lain. 

0 
 

0  

5 Persentase jumlah rumah 
tangga yang memperoleh 
layanan pengolahan air limbah 
domestic 

Jumlah  Rumah Tangga Yang Melakukan Pengolahan 
berupa cubluk, PLT,  Pengunaan IPAL  24.437 RT 
                                 X 100% 
Jumlah   Rumah di Kabupaten /Kota 33.358 R 

73,25 % 1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan 
setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan 
dasar menggunakan  
SPALD S  

0 
 

0  

    2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah 0 0  
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untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar 
menggunakan  
SPALD-T  Kabupaten  

 

    4 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan 
setempat dan data jumlah rumah dengan akses 
sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan 
pelayanan dasar menggunakan  
SPALD S dan SPALD T 

0 
 

0  

    5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa  
penyedotan lumpur tinja 

0 
 

0  

    6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa 
pengolahan air limbah domestik 

0 
 

0  

    7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S  
akses dasar 

0 
 

0  

    8 Kinerja  penyediaan pelayanan  SPALD S akses aman 0 
 

0  

    9 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 0 
 

0  

    10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 0 
 

0  

    11 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan  
lumpur tinja 

0 
 

0  

    12 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan  
lumpur tinja 

0 
 

0  

    13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang 
tersambung ke IPALD 

0 
 

0  

    14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 0 
 

0  

6 Rasio kepatuhan IMB kab/ 
kota 

Jumlah   Pemanfatan IMB 36 
                                 X 100% 
Jumlah   IMB yang Berlaku 57 

63,15 % 1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal 
tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik  
fungsi 

0 
 

0  

  
 
 
 

  2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah 
Kab/Kota dalam tahun  
eksisting 

36 (PBG) 36 (PBG)  

    3 Penetapan  Peraturan  
Daerah  tentang  
Bangunan/Gedung  

Ada 
 

Ada 
 

 

    4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang  
Tim Ahli Bangunan/Gedung  

Ada 
 

Ada 
 

 

    5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota untuk  
dilindungi dan dilestarikan 

0 
 

0  

    6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah 
provinsi 

0 
 

0  

    7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah  0 0  
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Kab/Kota  

    8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah 
kabupaten/kota yang  
dipelihara/dirawat 

0 
 

0  

7 Tingkat Kemantapan  
Jalan kabupaten/kota 

Panjang Jalan Kabupaten  282,26 KM 
                                 X 100% 
Panjang Jalan Keseluruhan  444.81 KM 

63,45 % 1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan  kepala 
daerah dalam SK jalan kewenangan  
Kab/Kota 

444,81 KM 444,81 KM  

    2 Panjang jalan yang dibangun 0 KM 0 KM  

    3 Panjang jembatan yg dibangun 6 M 6 M  

    4 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 17,47 KM 17,47 KM  

    5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 0 
 

0  

    6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi 16,65 KM 16,65 KM  

    7 Panjang  jembatan  
yang direhabilitasi 

0 
 

0  

    8 Panjang jalan yang dipelihara 0 0  

    9 Panjang  jembatan  
yang dipelihara 

0 
 

0  

8 Rasio tenaga  
operator/teknisi/analis yang 
memiliki sertifikat kompetensi  

������ �	���� �	
� �����
���� ���� 
�	
����� �� ������� ��� ���� ���� 
���������� �	���� �	
������� �	������� 
��	
���
 ��� �	����/������  0 
                                 X 100% 
������ �	������� �	���� ��	
���
 ��� 
�	����/������ �� ������� �������	�/���� 0 

0 % 1 Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analis yang 
memiliki sertifikat kompetensi 

0 
 

0  

    2 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang 
terlatih di wilayah kabupaten/kota 

0 
 

0  

    3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang 
tersertifikasi operator/teknisi/analis  
di wilayah kabupaten/kota 

0 
 

0  

    4 Terselenggaranya  Sistem Informasi Pembina Jasa 
Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif 
dengan data termutakhir 

0 
 

0  

    5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 
konstruksi di  
Kab/Kota 

0 
 

0  

    6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 
konstruksi di  

0 
 

0  

    7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 
konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun 
berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 

0 
 

0  

    8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa 
konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan 
sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa 
konstruksi yang termutakhir secara berkala 

0 
 

0  

    9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa 0 0  
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konstruksi kabupaten/kota  

    10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga 
operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah 
kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau 
melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan 
Pelatihan Kerja  
(LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang 
membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, 
perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. 

0 
 

0  

    11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja 
konstruksi terlatih yang 
tersertifikasioperator/teknisi/analis di wilayah 
kab/kota 

0 
 

0  

    12 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang 
mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota 

0 
 

0  

    13 Tersedianya data dan informasi pemenuhan 
komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP 
yang disetujui 

0 
 

0  

    14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan 
komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP 
yang disetujui 

0 
 

0  

    15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan  
ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan 
usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan 
kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi 
kewenangan pengawasannya 

0 
 

0  

    16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan 
konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan 
pengawasannya 

0 
 

0  

    17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan  
ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan 
usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan 
segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi 
kewenangan pengawasannya 

0 
 

0  

    18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah 
kab/kota 

0 
 

0  

    19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di  
wilayah kabupaten/kota 

0 
 

0  

    20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang 
terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota 

0 
 

0  
 

    21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan 
di wilayah Kab/Kota 

0 
 

0  

    22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK 
badan usaha dan  
TDUP yang disetujui 

0 
 

0  

    23 Jumlah  pengawasan  
terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, 

0 
 

0  
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layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha 
dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi 
kewenangan pengawasannya 

    24 Jumlah  kecelakaan konstruksi  0 0  

    25 Jumlah  pengawasan  
terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan 
usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan 
segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi 
pengawasannya 

0 
 

0  

9 rasio proyek yang menjadi 
kewenangan pengawasannya 
tanpa kecelakaan konstruksi 

Jumlah  Proyek yang menjadi Kewenangan  
Pengawasan tanpa kecelakaan Konstruksi 0 
                                 X 100% 
Jumlah total  proyek  yang menjadi kewenangan 
pengawasan  0  

0  %      

 
4.Urusan Perumahan Rakyat 

1 Penyediaan  dan Rehabilitasi 
Rumah Layak Huni Bagi 

Korban Bencana di 
Kabupaten/Kota 

Jumlah unit rumah korban bencana yang di tangani 1 
Rumah 
X 100% 

Jumlah  total rencana unit rumah korban bencana 
yang ditangani 1 Rumah  

100% 1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan 
bencana dan rencana penanganannya 

1 Unit 1 Unit  

    2 Jumlah rumah  yang 
terkena bencana alam 

1 Unit 1 Unit  

    3 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya 
terkena bencana alam 

1 Unit 1 Unit  

    4 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi 
sesuai dengan rencana aksi 

0 
 

0  

    5 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun 0 
 

0  

    6 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun 0 
 

0  

    7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan 
menjadi tempat tinggal sementara korban 
bencana 

0 
 

0  

    8 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang 
terfasilitasi 

1 buah 
 

1 buah 
 

 

    9 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 0 
 

0  

2 Persentase warga negara yang 
terkena relokasi akibat program 
Pemerintah Daerah Kabupaten  

yang memperoleh fasilitasi 
penyediaan rumah 

����� ������ �	�	
���  ��������� 
�	��������� !�� ���� �	�������� ����� 
��� ���� "������� + ����� ������ 

�	�	
��� ������� #��� �	�� + RT Penyedia 
rumah layak  0 
                                         100 % 

Jumlah  RT yang direlokasi Program Pemerintah 
Daerah 0 

0 % 
 

1 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah 
mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti 
berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0 
 

0  

    2 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang 0 0  
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belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas 
tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana 
pemenuhan SPM 

 

    3 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang 
telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni 
berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0 
 

0  

    4 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum 
mendapatkan penyediaan rumah layak huni 
berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0 
 

0  

    5 Jumlah Luasan Ha Pengadaan Tanah 0 
 

0  

3 Persentase Luas kawasan 
kumuh 10 – 

15 Ha yang ditangani 

Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 
0 

X 100% 
Luas Kawasan kumuh dibawah 10 Ha       ( 15.75 

Ha) 

0 % 1 Persentase Luas kawasan kumuh 10 –15 Ha yang 
ditangani 

0 % 
 

0 %  

    2 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 6.525  6.525  

    3 Jumlah Luasan (ha) penanganan infrastruktur 
Kawasan Kumuh 

15,75 Ha 15,75 Ha  

4 Penyediaan dan rehabilitasi 
rumah layak hunibagi 

korbanbencaana 
kabupaten/kota 

Jumlah   rumah tidak layak huni 4.262 unit 
X 100% 

jumlah total unit rumah 6.525 unit 

63,31 % 1  jumlah rumah di kab/kota 6.525 unit 6.525 unit  

    2 Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH 4.262  unit 
 

4.262  unit 
 

 

    3 Jumlah rumah tidak layak huni 6.525 unit 
 

6.525 unit 
 

 

    4 Jumlah rumah yang tidak dihuni 0 
 

0 
 

 

    5 Rasio rumah dan KK Jumlah KK 33.773 
Jumlah total Unit rumah  25.015 

1.53  

     Jumlah Rumah Pembangunan Baru 
 

17 unit 17 unit  

5 Jumlah perumahan yang sudah 
dilengkapi PSU (Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum) 

Jumlah  unit rumah  yang sedang di bangun 
terfasilitasi PSU   17  unit 

X 100% 
Jumlah  unit rumah  404 

4,20 % 
 

1 Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 404 unit 404 unit  

    2 Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 0 0  

    3 jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 0 0  

    4 umlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on 
site / off site 

0 0  

    5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 404 unit 
 

404 unit 
 

 

    6 umlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 404  unit 
 

404  unit 
 

 

    7 Jumlah pengembang yang tersertifikasi 2 Akta 
 

2 Akta 
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    8 Jumlah pengembang yang teregistrasi 2 Pengembang 
 

2 Pengembang 
 

 

    9 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau 
pelatihan 

2 Pengembang 
 

2 Pengembang 
 

 

5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
 

1 Persentase gangguan Trantibum 
yang dapat diselesaikan 

Jumlah  Pengaduan Ynag Di tangani 1 
X 100% 

Jumlah  pengaduan pelanggaran yang masuk 6 

16,67 % 1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas 
Kab/Kota yang 
ditangani 

1 Pelanggaran 
 

1 Pelanggaran 
 

 

    2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Tidak ada 
 

Tidak ada 
 

 

    3 Jumlah Perda  dan 
Perkada yang ditegakkan 

1 perda 
 

1 perda 
 

 

    4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas 
sebagai PPNS 

1 orang 1 orang  

    5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan 
Perkada serta penanganan gangguantrantibum 

ada SOP 
 

ada SOP 
 

 

    6 Tersedianya  sarana 
prasarana minimal 

ada/tersedia 
 

tersedia  

2 persentase Perda dan Perkada 
yang ditegakkan 

Jumlah  PERDA/PERKADA yang memuat sanksi yang 
ditegakan 1 Perda  

X 100% 
Jumlah  keseluruan PERDA/PERKADA yang memuat 

sangksi 1 Perda  

100%      

3 Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan informasi 
rawan bencana 

2.000 orang 2.000 Org 1 Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai 
dengan dinyatakan sah/legal 

0 % 
 

0 % 
 

 

    2 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan 
bencana yang memperoleh informasi rawan bencana 
sesuai jenis ancaman bencana 

2.000   orang  
                           X 100% 

2.000   orang 

100%  

4 Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 
pencegahan dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

300 orang 300 orang 1 Persentase penyelesaian 
Dokumen RPB sampai dinyatakan sah/RPB sampai 
dinyatakan sah/legal 

100 % 100 %  

    2 Persentase penyelesaian 
dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 

64,4 % 
 

64,4 % 
 

 

    3 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang 
ikut 
pelatihan 

64,4 % 
 

 

64,4 % 
 

 

    4 Persentase warga negara yang ikut pelatihan 64,4 % 
 

64,4 % 
 

 

    5 Persentase warga negara yang mendapat layanan 
pusdalops penanggulangan bencana dan sarana 
prasarana penanggulangan bencana 

0 0  

    6 Persentase warga negara yang mendapat peralatan 
perlindungan 

0 0  
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5 Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban kebakara 

130 Jiwa 130 jiwa 1 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam 
untuk setiap status 
KLB 

52 % 
 

52 % 
 

 

    2  persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam 
untuk setiap status darurat bencana 

52 % 
 

52 % 
 

 

    3 Persentase jumlah petugas yang aktif dalam 
penanganan darurat 
bencana 

90 % 
 

90 % 
 

 

    4 Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong 
dan dievakuasi terhadap kejadian benca 

52 % 
 

52 % 
 

 

6 Persentase pelayanan 
penyelamatan evakuasi 
kebakaran 

Jumlah  Pelayanan Penyelamatan evakuasi korban 
kebakaran  = 0 

DX 100% 
Jumlah kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota = 0 

0% 1 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan 
evakuasi pada kondisi membahayakan manusia 
(operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam 
Kebakaran danPenyelamatan di kabupaten/kota 

0 0  

    2 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi 
sarana prasarana damkar, sarana prasarana 
penyelamatan di kantor kecamatan 

0 0  

    3 Tersedianya aparatur selama 24(jam) yang 
dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor 
kecamatan 

0 0  

    4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan 
sarana/prasarana damkar, sarana prasarana 
penyelamatan dan 
evakuasi di setiap keluarahan/desa 

0 0  

    5 jumlah dan jenis sarana prasarana pemadam, 
penyelematan dan evakuasi 
 

Ada 2 jenis Ada 2 jenis  

    6 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang 
memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam 
sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar 
Kualifikasi Aparatur 
Pemadam Kebakaran 

 2 orang 2 orang  

    7 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau 
perangkat daerah yang menyelenggarakan sub 
urusan kebakaran 

0 0  

    8 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam 
kebakaran 

2 orang 2 orang  

6.Urusan Sosial 
 

1 Persentase penyandang 
disabilitas terlantar, anak 

������ �	�������� ����������� 
�	
�����
,���� �	
�����
,����� ���� 

14.44% 1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 1 buah 
 

1 buah 
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terlantar, lanjut usia terlantar 
dan gelandangan 
pengemis yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya di luar 
panti 
(indikator SPM) 

 

�	
�����
 ��� �	��������� �	��	��� ���� 
�	�	���� �	������� ������� �� ���
 ����� 
1.406  orang 
                              X 100% 
�������� �	�������� ����������� 
�	
�����
,���� �	
�����
,����� ���� 
�	
�����
 ��� �	��������� �	��	��� 9.871 
orang 

    2 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
masuk dalam data terpadu 
FM dan OTM 

9.871 orang 
 

9.871 orang 
 

 

    3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 0 
 

0 
 

 

    4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar,lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
dijangkau 

1.406 Orang 1.406 Orang  

    5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus 
layanan kedaruratan yang 
dimiliki 

0 
 

0 
 

 

    6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
menerima paket permakanan sesuai 
standar gizi 

209 orang 209 orang  

    7 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus 
layanan kedaruratan yang 
dimiliki 

0 
 

0 
 

 

    8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
menerima paket permakanan sesuai 
standar gizi 

20 orang 20 orang  

    9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
memanfaatkan alat bantu 

0 0  

    10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ 
shelter 

0 0  

    11 Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia 0 0  

    12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
memanfaatkan paket 
perbekalan kesehatan 

0 0  

    13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah 
singgah 

0 
 

0 
 

 

    14 Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS 
dan/atau relawan sosial yang disediakan 

87 orang 87  orang  

    15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

129 orang 
 

129 orang 
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mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial 
sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, 
Rumah 
Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial 

    16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada 
keluarga dan masyarakat 

0 
 

0 
 

 

    17 
 

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
difasilitasi untuk mendapatkan dokumen 
kependudukan 

 
0 

 
0 

 

    18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
mendapatkan akses layanan pendidikan dan 
Kesehatan dasar 

0 0  

    19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
mendapatkan layanan 
penelusuran keluarga 

0 
 

0 
 

 

    20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
mendapatkan layanan 
penelusuran keluarga 

0 
 

0 
 

 

    21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk 

0 0 
 

 

2 Persentase korban bencana 
alam dan sosial yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya pada saat 
dan setelah tanggap darurat 
bencana daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah  korban bencana alam dan sosial yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun 
anggran  80 KK 
                              X 100% 
Jumlah  populasi korban bencana alam dan sosial di 
daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan 
dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 
darurat bencana daerah kabupaten 80  KK 

100% 1 Jumlah korban bencana yang mendapatkan 
makanan 

20 kk 
 

20 kk 
 

 

    2 Jumlah korban bencana yang menerima paket 
sandang 

20 kk 
 

20  kk 
 

 

    3 Jumlah tempat penampungan pengungsi 
yang dimiliki 

0 
 

0 
 

 

    4 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok 
rentan 

0 
 

0 
 

 

    5 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan 
dukungan psikososial 

0 
 

0 
 

 

    6 Jumlah pekerja sosial professional/tenaga 
kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang 
tersedia 

31 orang 31 orang  

7.u7.urusan Tenaga Kerja 
a Ke 
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111 Persentase kegiatan yang 
dilaksanakan yang mengacu ke 
rencana tenaga kerja 

Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan 
yang mengacu ke RTKD 10  kegiatan 
                              X 100% 
Jumlah  kegiatan keseluruhanyang dilaksanakan di 
kabupaten 15 kegiatan 

66,67 % 1 Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 0 
 
 

 

0 
 

 

    2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana 
tenaga kerja 

0 
 

0 
 

 

    3 Jumlah perusahaan yang  menyusun rencana tenaga 
kerja di kabupaten/kota 

1 perusahaan 
                              X 100% 
118  perusahaan 

0.84 %  

2 Persentase  Tenaga 
Kerja Bersertifikat 
Kompetensi 

Jumlah  Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat 
Kompetensi  12  orang 
                              X 100% 
Jumlah   tenaga Kerja Keseluruhan 66.729  orang 
 
 

0,01 % 1 Persentase penerapan Program PBK dengan 
kualifikasi klaster 

Jumlah  Tenaga Kerja Yang Memiliki 
Sertiikat Kompetensi 
                              X 100% 
Jumlah   tenaga Kerja Keseluruhan 
66.729  orang orang 
= 0 % 

0 %  

    2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 6 org instruktur 
                              X 100% 
6 org instruktur 

100 %  

    3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 6 orang 
                              X 100% 
48  orang  

0.125  

    4 Persentase LPK yang terakreditasi 0 0  
 

    5 Persentase LPK yang memiliki perizinan  1  LPK  
                              X 100% 
Jumlah Keseluruhan LPK 1 
 

100 %  

    6 Jumlah  penganggur 
yang dilatih 

92 Orang 92 Orang  

    7 Persentase  lulusan 
bersertifikat pelatihan 

12 orang 
                              X 100% 
12 Orang  

100 %  

    8 Persentase penyerapan lulusan 100 % 100 %  

    9 Lulusan    bersertifikat kompetensi 12 orang 
                              X 100% 
12  orang 

100 %  

    10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon 
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan 
pelatihan 

160 orang 
 

160 orang 
 

 

    11 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia 
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

0 
 

0  
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3 Tingkat Produktivitas 
Tenaga Kerja 

PDRB Tahun Berjalan (  Atas Dasar Harga Konstan) 
2.416.855,13 

         
Jumlah   tenaga Kerja Keseluruhan 66.729 orang 

 
 

 

Rp.3.621.8
96 

1 Persentase perusahaan yang menerapkan program 
peningkatan produktivitas 

Jumlah Perusahan yang 
meningkatkan progar produktifitas 
12  perusahan 
                              X 100% 
Jumlah Perusahan   118 perusahan 

10,17 %  

    2 Persentase lembaga pemerintah, swasta dan 
pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan 
produktivitas 

0 0  

4 Persentase Perusahaan yang 
menerapkan tata kelola kerja 
yang layak (PP/PKB, LKS 
Bipartit, Struktur Skala Upah, 
dan terdaftar peserta BPJS 
Ketenagakerjaan) 

Jumlah Perusahan Yang Menerapkan Tata Kelola 
Kerja Yang Layak 8 perusaan 
                          X 100 % 
Jumlah Perusahan  118 perusahan 

 
 

6.77.% 1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan 
Perusahaan (PP) 

 

15 perusahaan 
                              X 100% 
118 perusahaan 
 

2,72 %  

    2 Persentase perusahaan yang telah memiliki 
Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) 

22  perusahaan 
                              X 100% 
118 perusahaan 

18,65 %  

    3 Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB 
yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB 
di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar 
perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di 
perusahaan 

0 
 

0  

    4 Persentase perusahaan yang sudah  menyusun 
struktur skala upah 

24   badan usaha 
                              X 100% 
118 jumlah seluruh BU 

20,34 %  

    5 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai 
peserta 
BPJS Ketenagakerjaan 

59 badan usaha 
                              X 100% 
118 jumlah seluruh BU 

50 %  

    6 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih  perusahaan yang berselisih 
                              X 100% 
118 perusahaan 

4.24  

    7 Jumlah mogok kerja 59  orang 59  orang  

    8 Jumlah penutupan perusahaan 0 0  

    9 Jumlah perselisihan kepentingan 5  kasus 5  kasus 
 

 

    10 Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan 

0 0  

    11 Jumlah perselisihan PHK 5  kasus 5  kasus  

    12 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 59  orang 59  orang  

    13 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui 
perundingan bipartite 

5 kasus 5 kasus  

    14 Lembaga Kerja Sama (LKS) 
Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan 

ada ada  
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    15 Persentase perselisihan hubungan industrial yang 
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator 
Hubungan Industrial 

5 kasus 
                              X 100% 
5 kasus 
= 

100 %  

5 Persentase Tenaga kerja yang 
ditempatkan (dalam dan luar 
negeri) melalui mekanisme 
layanan Antar Kerja dalam 
wilayah  

Jumlah  Pencari Kerja yang ditempatkan 160 orang 
                              X 100% 
jumlah pencari kerja yang terdaftar 170 orang 

94,18.% 1 Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah 
kabupaten/kota 

house keeping 160 org 160 org  

    2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota 170 orang orang terdaftar 
                              X 100% 
66,729  orang pencari kerja 

2,1 %  

    3 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota 0 0  

    4 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu 
kabupaten/kota 

0 0  

    5 Jumlah PejabatFungsional Pengantar Kerja 1 orang PNS 1 orang PNS  

    6 Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 
(LPTKS)  antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota 

14 14  

    7 Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas 
bidang ketenagakerjaan 
Kab/Kota 

0 0  

    8 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi 
Pasar Kerja(IPK) On line 
(SISNAKER) 

0 0  

    9 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon 
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan 
sosialisasi 

210   orang 
 

210   orang 
 

 

    10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang 
terdata 

160 Orang 
 

160 Orang 
 

 

    11 Jumlah Pekerja Migran 
Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 
mendapatkan fasilitasi kepulangan 

0 0  

    12 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan kerja 

0 0  

    13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia 
(PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan 
keluarganya 

0 
 

0  

    14 Jumlah LayananTerpadu Satu Atap (LTSA) yang 
dibentukan 

0 0  

1. URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   
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1 Persentase ARG pada belanja 
langsung  
APBD 

Jumlah  ARG  Banja Lansung APBD 4.452.081.695 
                                 X 100% 
Jumlah   Seluh Belanja Langsung APBD 
706.324.689.902 

0,63 % 1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah 
kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 

46 OPD 46 OPD  

    2 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah 
yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di 
tingkat kabupaten/kota   
 

7 Program 
17 Kegiatan 

 

7 Program 
17 Kegiatan 

 

 

2 Persentase anak korban 
kekerasan yang ditangani 
instansi terkait kabupaten 

Jumlah anak ( usia < 18 tahun) korban kekerasan 32 
orang 
                                 X 100% 
Jumlah  anak ( penduduk usia < 18 tahun) 
61.771orang 

0.05 % 1 Jumlah media massa  
(cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan 
pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE 
pencegahan kekerasan terhadap anak 

 1 media  (Billboard) 1 media  
(Billboard) 

 

    2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki 
standar pelayanan minimal  
 

0 0  

    3 Persentase korban kekerasan anak yang  
terlayani  

Jumlah  korban 19 orang  
                                 X 100% 
Jumlah  Karban 19  orang 

100 %  

    4 Jumlah lembaga layanan anak  yang mendapat 
pelatihan 
 

1 Lembaga 1 Lembaga  

    5 Jumlah  lembaga layanan anak yang mendapatkan 
bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota 
(APBD  
kab/kota) 

1  Lembaga 1  Lembaga  

3 Rasio kekerasan terhadap 
perempuan, termasuk TPPO 
(per 100.000 penduduk 
perempuan) 

Jumlah  Perempuan yang mengamai kekerasan 29  
orang 
                                 X 100% 
Jumlah   Pendudk Perempuan 70.759 orang 

0.00004 1 Jumlah organisasi  kemasyarakatan yang bergerak 
dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang 
mendapatkan pelatihan 

6 Ormas 
 

6 Ormas 
 

 

    2 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota 
yang sudah dilatih 

180 
 

180 
 

 

    3 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan 
yang mendapat pelatihan 

2 Lembaga 
 

 2 Lembaga  

    4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan 
yang mendapatkan bantuan keuangan oleh 
pemerintah kabupaten/kota   

2 lembaga 
 

2 lembaga 
 

 

    5 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat 
daerah yang sudah dievaluasi 

0 
 

0  

    6 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan 
hak perempuan yg telah terstandardisasi 

0 
 

0  

    7 Persentase korban kekerasan perempuan  
yang terlayani  

Jumlah korban   Kekerasan 
Perempuan yang di terlayani  12 
orang 
                                 X 100% 

0,413 %  
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Jumlah  Korban Kekerasan 
Perempuan   29 orang 

9.urusan pangan 
 

1 Persentase ketersediaan 
pangan (Tersedianya cadangan 
beras/ jagung sesuai 
kebutuhan) 

Jumlah  Cadangan Pangan 49.637  
                                 X 100% 
Jumlah  Kebutuhan Pangan  42.354.264 

0.117 % 1 Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana 
pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan 
pangan  

ada. 3 lumbung pangan 3 lumbung 
pangan 

 

    2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya  ada ada  

    3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk 
pangan lokal 

ada ada  

    4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat 
dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang 
beragam dan bergizi seimbang 

Tidak  
 

Tidak  
 

 

    5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan  Tersedia 
 

Tersedia 
 

 

    6 Tertanganinya kerawanan pangan tidak  
 

tidak  
 

 

    7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan 
rawan pangan  
 

Belum  
 

Belum  

    8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar 
 

Terlaksana 
 

Terlaksana 
 

 

10.Urusan Pertanahan 
 

1 Persentase pemanfaatan tanah 
yang sesuai dengan 
peruntukkan tanahnya diatas 
izin lokasi dibandingkan 
dengan luas izin lokasi yang 
diterbitkan  

 Luas  sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas 
izin lokasi 0  ha 
                                 X 100% 
Jumlah luas izin lokasi yang diterbitkan  
0  ha 

0 % 1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh  Bupati/Wali kota  Masuk dalam OSS 
 

Masuk dalam 
OSS 

 

    3 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya 
Ganti Rugi  
Kepada Bekas  
Pemilik Tanah Kelebihan  
Maksimum/Absentee 

Tidak ada 
 

Tidak ada 
 

 

    4 Dokumen Izin membuka tanah Tidak ada 
 

Tidak ada 
 

 

    5 Dokumen Perencanaan  
Penggunaan Tanah  
Kabupaten/Kota   

Tidak ada 
 

Tidak ada 
 

 

2 Persentase pemanfaatan tanah 
untuk pembangunan Fasilitas 
Umum 

Jumlah Penetapan tanah untuk pembangunan 
fasilitas umum = 0  
                                                                      X 100% 
Jumlah Kebutuhan tanah untuk pembangunan 
fasilitas Umum = 0 

0% 1 Presentase Penetapan tanah untuk membangun 
fasilitasi umum 

0% 0%  

3 Tersedianya Lokasi Luas  tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan 0 %  Presentase Lokasi pembangunan dalam rangka 0% 0%  
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Pembangunan Dalam Rangka 
Penanaman Modal 

peruntukkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang (KKPR) = 0 ha 
                                                                      X 100% 
Jumlah luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbiykan 
 = 0 ha 

penanaman modal 

4 Tersedianya tanah Objek 
Landrefrom (TOL) yang siap di 
distribusikan yang berasal dari 
tanah kelebihan maksimum 
dan tanah absentee 

 Jumlah penerima  tanah Objek Landrefrom (TOL) 
dengan luasan yang diterimalebih besar sama 
dengan 0,5 Ha  = 0  
                                                                      X 100% 
Jumlah penerima  tanah Objek Landrefrom (TOL)  = 0 

0 %  Tersedianya tanah Objek Landrefrom (TOL) yang siap 
di distribusikan yang berasal dari tanah kelebihan 
maksimum dan tanah absentee 

Tidak Ada Tidak Ada  

5 Tersedianya Tanah Untuk 
Mayarakat 

 Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan  
Izin Membuka tanah = 0  
                                                                      X 100% 
Luas Izin membuka tanah  yang diterbitkan = 0 

0 %  Presentase Ketersediaan tanah untuk masyarakat 0 0  

6 Penanganan sengketa tanah 
garapan yang dilakukan 
melalui mediasi 

 Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani 
 = 3 Kasus 
                                                                      X 100% 
Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan 
 = 3 Kasus 
 

100 %  Presentase sengketa tanah garapan yang dilakukan 
melalui mediasi 

Jumlah sengketa tanah garapan 
yang ditangani 
 = 3 Kasus 
                                                                      
X 100% 
Jumlah pengaduan sengketa tanah 
garapan 
 = 3 Kasus 
=100 % 

100 %  

         

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 
 

1 Indeks Kualitas  
Lingkungan  
Hidup (IKLH)  
Kabupaten/Kota 

IKA = Indeks Kualitas Air  =  0 
IKU= 90,55 % 
IKL = 51,00 % 
IKLH = (0,376 x IKA)+ (0,405 x 90,01 + (0,219 x IKL) 
= 0 + (0,405X90,55) + (0.219 X 51) 
= 0 + 36,67275 + 11,169 

47,84 
point 

1 Hasil perhitungan provinsi terhadap :  
a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)  
b. Indeks tutupan hutan  

(ITH)  
c. Indeks Tutupan Hutan  
    (ITH) 

data belum tersedia 
 
 

data belum 
tersedia 

 

 

2 Terlaksananya pengelolaan 
sampah di wilayah Kab/Kota  

 

Total Volume Sampah yang ditangani 
                                 X 100% 
Total Timbunan Sampah Kabupaten 
18.167,00 M ᵌ ÷ 50.616 x 100 % 

35.89 % 1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah 
di wilayah kabupaten/kota 

Tersedia Tersedia  

3 Ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan  
terhadap izin lingkungan, izin  
PPLH dan PUU LH  
yang diterbitkan oleh  
Pemerintah Daerah  
Kab/Kota   

Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang melanggar  terhadap izin lingkungan, 
izin PPLH  0 
                                 X 100% 
Jumlah  usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan 
pemeriksaan  118 
 
 

0 % 1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota 
 

Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang  
diterbitkan 5 
                                 X 100% 
Jumlah usulan   5  
 
= 100% 

100 %  

    2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di 
Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, 

3 pejabat 
118 usaha  

0.025 
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izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota 

    3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada 
di Daerah kabupaten/ kota 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan 
dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH 

Tidak ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    6 Penanganan Pengaduan  
masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU 
LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah 
kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di 
Daerah kabupaten/kota yang ditangani 

1 kasus 
 

1 kasus 
 

 

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
  

1 Perekaman  
KTP-el   

Jumlah  Penduduk usia 17 tahun  keatas yang 
memiliki KTP  10.004 
                                 X 100% 
Jumlah  Penduduk usia 17 keatas  103.230 orang 
 
 
 
 

59,44 % 1 Penerbitan akta perkawinan Jumlah  akta perkawin yang 
diterbitkan 11.596 
                                 X 100% 
Peristiwa Perkawinan yang 
dilaporkan 56.221 

20,63 %  

    2 Penerbitan akta perceraian   Jumlah Akta  Perceraian yang 
diterbitkan  2 
                                 X 100% 
Peristiwa Penceraian yang 
dilaporkan  2 

100 %  

    3 Penerbitan akta kematian   Jumlah Akta  Kematian  yang 
diterbitkan 767 
                                 X 100% 
Peristiwa Kematian  yang dilaporkan 
767 
 

100 %  

    4 Penyajian data kependudukan   Jumlah Penyajian data Kependuduk 
215 
                                  
2 tahun  

750  

2 persentase anak usia 0-17 
tahun yang memiliki KIA 

Jumlah anak usia 0 – 17 tahun memiliki KIA 11.525 
                                 X 100% 
Jumlah  anak usia 0 -17 tahun  48.254. 

23.88 %      

3 tingkat kepemilikan akta 
kelahiran    

Jumlah anak usia 0 – 18  tahun sudah memiliki Akta 
Lahir   50.223 
                                 X 100% 
Jumlah  anak usia 0 -18  tahun  51.799 

96.96 %      

4 persentase perangkat daerah 
yang telah memanfaatkan data 

Jumlah OPD Yang telah memanfatkan data 
kependudukan 10  

22.22%      
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kependudukan berdasarkan 
perjanjian kerja sama 

                                 X 100% 
Jumlah OPD 45 

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
 

1 Persentase pengentasan desa  
tertinggal   

������ �	�� �	
������� ���� �	�	���� 
�
��	
�� �	�� �	
�	����� �	
 ����� 
�	
����
��� $��	�� %	�� �	������� 12 
Desa 
                                 X 10 
������ �	�� �	
������� (�	
−���� ����� �) 
37 Desa 
 
 

32,43 % 1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar 
desa 

63 Desa 
 

63 Desa 
 

 

    2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa 
tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan 
kerja sama antar desa tahun sebelumnya 
 

0 
 

0  

    3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga 
adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan 
kapasitas dan diberdayakan 

63 Lembaga 
 

63 Lembaga 
 

 

    4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga 
kemasyarakatan dan lembaga adatnya 
melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan 
pemberdayaan 
 

63 Desa 
 

63 Desa 
 

 

2 Persentase peningkatan status 
desa mandiri 

Jumlah  desa berkembang yang memenuhi kriteria 
desa mandiri pertahun berdasarkan Indeks Desa 
Membangun per tahun  12 Desa 
                                 X 100% 
Jumlah  desa berkembang  ( Per-awal tahun n)  25 
Desa 

48% 1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama 
antar desa 

63 Desa 
 

63 Desa 
 

 

    2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar 
desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang 
melakukan kerja sama antar desa tahun 
sebelumnya 

0 
 

0  

    3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga 
adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan 
kapasitas dan diberdayakan 

63 Lembaga 
 

63 Lembaga 
 

 

    4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga 
kemasyarakatan dan lembaga adatnya 
melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan 
pemberdayaan 
 

63 desa 
 

63 desa 
 

 

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
  

1 angka kelahiran total (Total 
Fertility Rate) 

Jumlah Kelahiran dari Perempuan pada kelompok 
umur 15-19 pada tahun 2022 = 26 Orang 

0,389 % 
 

1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan 
Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 

Tidak ada 
 

Tidak ada  
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                              X 100%                                    
 
Jumlah Penduduk Perempuan kelompok umur 15-19 
pada pertengahan tahun = 6.668 Orang 

    2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) 
seluruh wanita umur 25-49 tahun 

43,27 % 43,27 %  

    3 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age 
Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)  

3,32 % 
 

3,32 % 
 

 

    4 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan 
Program KKBPK (advokasi dan KIE) 
 

100 % 100 %  

    5 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan 
mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) 
yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program 
KKBPK 

89 Orang 
 

89 Orang 
 

 

2 Persentasepemakaian 
kontrasepsi Modern  
(Modern Contraceptive 
Prevalence Rate/mCPR) 

Jumlah anak Peserta KB Aktif Moderen = 7.206 
                                 X 100% 
Jumlah Pasangan Usia Subur =  14.982 

48,09 % 1 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap 
melayani  
KB MKJP 

Jumlah  faskes yang siap melayani 
KB MKJP 13 faskes 
                                 X100% 
Jumlah faskes 13 faskes 

100%  

    2 Persentase Peserta  
KB Aktif (PA)  
Metode Kontrasepsi  
Jangka Panjang  
(MKJP) 

KB  Aktif = 7.206 
Jumlah PUS = 14.982 

 

48,09 % 
 

 

    3 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 
Kelompok Kerja  
KKBPK yang efektif 

9 Kelompok Kerja 
 

9 Kelompok 
Kerja 

 

 

    4 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan Jumlah  Peserta KB pasca 
persalinan = 281 
                                 X100% 
Jumlah sasaran peserta KB  = 783 

35,88 %  

3 Persentase kebutuhan ber KB 
yang tidak terpenuhi (unmet 
need) 

Jumlah  Peserta KB Yang Tidak terpenuhi  0 
                                 X100% 
Jumlah Pasangan Usia Subur 14.982 

0 % 1 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota 
dengan kesertaan rendah 

2.180 
                                 X100% 
14.982 

14,55%  

     Persentase kesertaan  
KB keluarga  
Penerima Bantuan  
Iuran (PBI) 
 
 
 

Jumlah  Peserta KB pada keluarga 
penerima PBI  
= 5.539 
                                 X100% 
Jumlah keluarga PBI 
=  14.982 

36,98 %  

15. URUSAN PERHUBUNGAN   
 

1 Rasio konektivitas  
Provinsi 

Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot 
angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, 
danau dan penyeberangan 

0 1 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan 
terminal penumpang angkutan tipe C 

0 
 

0  

    2 Terlaksananya pelayanan uji berkala 0 0  
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    3 Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam 
Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan 
kelas ekonom 

0 
 

0  

2 V/C Ratio di  
Jalan  
Kabupaten/Kota 

 0 1 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa  
lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 

0 
 

0  

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   
 

1 Persentase  
Organisasi  
Perangkat Daerah (OPD) yang 
terhubung dengan akses 
internet yang disediakan oleh 
Dinas Kominfo   
 

Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet 
yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 14 OPD 
                                 X 100% 
Jumlah  OPD 56 
 

25 % 1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di 
Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses 
internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas  
Kominfo 

Jumlah perangkat daerah yang 
saling menggunakan akses internet 
yang diamankan yang disediakan 
oleh Dinas Kominfo 14 OPD  
                                 X 100% 
Jumlah  perangkat daerah yang 
terkoneksi di jaringan intra 
pemerintah 56  OPD 

25 %  

    2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan 
akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas  
Kominfo 

Jumlah perangkat daerah yang 
menggunakan akses internet yang 
berkualitas  14 OPD 
                                 X 100% 
Jumlah  perangkat daerah 56  
OPD 

25 %  

    3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra 
pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis 
suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan 
memanfaatkan  
jaringan intra pemerintah 

Tidak ada 
 

  

2 Persentase  
Layanan Publik yang 
diselenggarakan secara online 
dan  

terintegrasi 

Jumlah layanan public diselenggarakan secara online 
dan terintegrasi 17  layanan 
                                 X 100% 
Jumlah  layanan publik 17 layanan 
 
 
 

100 % 1 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan 
pelayanan publik pada  
Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara 
daring dengan memanfaatkan  
domain dan sub domain Instansi  
Penyelenggara  
Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo 
Nomor 5  
Tahun 2015   

 

Jumlah kegiatan (event) perangkat 
daerah dan pelayanan publik pada 
pemerintah daerah yang 
diselenggarakan secara daring 
dengan memanfaatkan inatansi 
penyelenggara negara 5 Kegiatan 
                                 X 100% 
Jumlah  kegiatan (event) perangkat 
daerah dan pelayanan publik pada 
pemerintah daerah sub domain 
sesuai dengan PM Kominfo 5 
kegiatan 

100 %  

    2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan 
situs web yang sesuai standar   

Jumlah perangkat daerah yang 
memiliki portal dan situs web yang 
sesuai standar 114 OPD 
                                 X 100% 
Jumlah  perangkat daerah 56 OPD 

25 %  

    3 Persentase perangkat daerah yang  
mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan 
aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan  

Jumlah OPD yang 
mengimplementasikan layanan 20 
OPD  

37,71 %  
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ketentuan perundang undangan                                  X 100% 
Jumlah  perangkat daerah 56 OPD 
 

    4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan 
layanan  administrasi pemerintahan) yang tercantum 
dalam dokumen proses bisnis yang telah 
diimplementasikan secara elektronik   
 

Layanan SPBE  yang tercantum 
dalam proses bisnis elektonil 76 
                                 X 100% 
Jumlah  layanan yang telah di 
implementasikan 76 

100 %  

    5 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan 
layanan administrasi pemerintahan) yang 
memanfaatkan  sertifikat elektronik   
 
 

 Jumlah Layanan SPBE  yang 
memanfaatkan sertifik elektronik 2 
                                 X 100% 
Jumlah  layanan  76 

2,63 %  

    6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

Jumlah system elektronik yang 
terdaftan dalam perundang -
undangan  0 
                                 X 100% 
Jumlah   system elektorik  76 

0 %  

    7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi 
yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan 
pemerintah 

Jumlah layana piblik dan layanan 
administrasi  yang terhubung 
dengan  layanan pemerintah  0 
                                 X 100% 
Jumlah   layanan public dan layanan 
administari  76 

0 %  

    8 Persentase perangkat daerah yang menggunakan 
layanan pusat data pemerintah  

 

Jumlah  OPD yang mengunakan 
layanan Pusat data Pemerintah 14 
                                 X 100% 
Jumlah   OPD 56  

25 %  

    9 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data 
di pusat data pemerintah   

Jumlah  OPD yang menyimpan data 
di pusat data pemerintah  13 
                                 X 100% 
Jumlah   OPD 56 

23,21 %  

    10 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui 
datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra 
kominfo)   

Jumlah perangkat daerah yang 
memperbaharui datanya sesuai 
siklus jenis data 0 
                                 X 100% 
Jumlah   OPD 76 
= 0 % 
 

0 %  

    11 Persentase data yang dapat berbagi pakai  
 
 

0 % 0 %  

    12 Persentase perangkat daerah yang  
mengimplementasi  
inovasi yang mendukung smart city   

Jumlah perangkat daerah yang 
mengimplementasi  
inovasi yang mendukung smart city   
20  
                                 X 100% 

35,71 %  
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Jumlah   OPD 76 

    13 Persentase ASN pengelola TIK yang  
tersertifikasi  
kompetensi di bawah pengelolaan Dinas  
Kominfo   

Jumlah ASN pengelola TIK  3 
                                 X 100% 
 jumlah ASN pengelola TIK 6 

50 %  

    14 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala 
daerah terkait  
implementasi  e-government 

Tersedia 
 

Tersedia 
 

 

3 Persentase masyarakat yang 
menjadi sasaran penyebaran  
informasi publik, mengetahui 
kebijakan dan program prioritas 
pemerintah dan pemerintahan 

masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran  
informasi publik, mengetahui kebijakan dan program 
prioritas pemerintah dan pemerintahan 80 0rang   
                                 X 100% 
 jumlah penduduk 149.802 
 
 

0.50 % 1 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis 
pemerintah daerah Kabupaten  yang menyebarkan 
informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah  
Kabupaten  
 
 

 Jumlah komunitas 
masyarakat/mitra strategis 
pemerintah daerah Kabupateni yang 
menyebarkan informasi dan 
kebijakan pemerintah dan 
pemerintah  Kabupaten      2 KIM 
Kab.                           X 100% 
 jumlah Komnitas Masyarakat atau 
mitra kominitas pemerintah daerah 
Kabupaten 2  KIM Kab 

100 %  

    2 Persentase konten informasi terkait program dan 
kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai 
dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 

konten informasi terkait program 
dan kebijakan pemerintah dan 
pemerintah Kabupaten  sesuai 
dengan strategi komunikasi 
(STRAKOM)  15                               X 
100% 
Jumlah Konten Informasi terkait 
program dan kebijakan pemerintah 
daerah  30 
 

50 %  

    3 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik 
yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi  
(STARKOM) dan SOP  
yang telah ditetapkan 

 jumlah diseminasi dan layanan 
informasi publik yang dilaksanakan 
sesuai dengan strategi komunikasi  
(STARKOM) dan SOP  
yang telah ditetapkan 23                    
X 100% 
Jumlah Dimensi dan Layanan Publik 
35 

65.71 %  

17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
 

1 Meningkatnya  
Koperasi yang berkualitas 

Jumlah  Koperasi yang meningkatnya kualitas RAT, 
volume usaha dan  asset 11 
                                 X 100% 
Jumlah   seluruh koperasi  64 
 
 
 

17,19 % 1 Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan 
pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 
dalam daerah kabupaten/kota 

Jumlah penerbitan ijin usaha 
simpan pinjam 0 
                                 X 100% 
Jumlah   simpan pinjam yang belum  
izin usaha 64 

0 %  

    2 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan 
kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas 

Jumlah penerbitan izin pembukaan 
kantor cabang, cabang pembantu 

100 %  
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usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi 
dengan wilayah keanggotaan dalam daerah 
kabupaten/kota   

dan kantor kas usaha simpan 
pinjam oleh koperasi 1 
                                 X 100% 
Jumlah  permohonan izin  1 

    3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang 
dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 
dalam daerah kabupaten/kota   

Jumlah  koperasi yang di periksa 
dan diawasi 64 
                                 X 100% 
Jumlah   koperasi 64 

100.%  

    4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang 
dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 
(satu) daerah provinsi 

Jumlah usaha simpan pinjam oleh 
koperasi yang dinilai 11 
                                 X 100% 
Jumlah  koperas simpan pinjam 22  

50 %  

    5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk 
koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam  daerah 
kabupaten/kota   

Jumlah Koperasi yang memngikuti 
pelatihan47 
                                 X 100% 
Jumlah   koperasi yang ada 64 

73,44 %  

    6 Persentase jumlah anggota operasi yang telah 
mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi 
dengan wilayah keanggotaan dalam daerah 
kabupaten/kota   

 jumlah anggota operasi 95 
                                 X 100% 
Jumlah   anggota kopersi yang ada 
6.675 

1,42 %  

    7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk 
koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah 
kabupaten/kota   

Jumlah koperasi yang telah 
menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan 1 
                                 X 100% 
Jumlah   koperasi 64 

1.54 %  

    8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan 
fasilitasi pembiayaan 

0 
 

0%  

    9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk 
Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 

Jumlah penerbitan sertifikat Nomor 
Induk Koperasi (NIK)  64 
                                 X 100% 
Jumlah   koperasi  64 

100 %  

    10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan 
fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 

Jumlah koperasi yang diberikan 
dukungan fasilitasi pembiayaan 0 
                                 X 100% 
Jumlah  koperasi 64 
= 0 % 

0 %  

    11 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi 
pemasaran untuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 

Jumlah dukungan fasilitasi 
pemasaran untuk koperasi 0 
                                 X 100% 
Jumlah   kopreasi  64 

0 %  

    12 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi 
Pendamping  untuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 

Jumlah dukungan fasilitasi 
Pendamping  untuk koperasi 0 
                                 X 100% 
Jumlah   koperasi  64 

0 %  

    13 Persentase koperasi yang diberikan dukungan 
fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 

Jumlah dukungan fasilitasi 
kemitraan untuk koperasi 0 
                                 X 100% 

0 %  
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Jumlah   kopeasi 64 

2 Meningkatnya Usaha Mikro 
yang menjadi wirausaha 

Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha 30 
                                 X 100% 
Jumlah  wirausaha mitra keseluruhan  
9.397 
 

0.32 % 1 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala 
mikro 

Jumlah pertumbuhan wirausaha 
baru 1.139 
                                 X 100% 
Jumlah  wirausaha yang ada 9.397 

0.121  

    2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke 
dalam sistem online data system (ODS) 

Jumlah jumlah usaha mikro yang 
diinput ke dalam sistem 9.397 
                                 X 100% 
Jumlah  usaha mikro yang ada 
9.397 

100 %  

    3 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra Jumlah jumlah usaha mikro yang 
bermitra  0 
                              X 100% 
Jumlah  usaha mikro yang ada 
9.397 

0 %  

    4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan 
dukungan fasilitasi standarisasi 

Jumlah jumlah usaha mikro yang 
diberikan dukungan fasilitasi 
standarisasi 30 
                                 X 100% 
 Jumlah  usaha mikro yang belum 
memeliki standar 9.397 

0,32 %  

    5 Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan 
dukungan fasilitasi pemasaran 

Jumlah usaha mikro yang dberikan 
dukungan fasilitasi pemasaran 2 
                                 X 100% 
Jumlah  usaha mikro yang  belum  
mendapat  dukungan pemasaran 
9.397 

0,02%  

    6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi 
pelatihan 

Jumlah usaha mikro yang diberikan 
dukungan fasilitasi pelatihan 30 
                                 X 100% 
Jumlah  usaha mikro yang ada 
9.397 

0.003  

    7 Persentase usaha mikro yang diberikan 
pendampingan melalui Lembaga pendampingan 
Kelembagaan dan Usaha  
  

Jumlah usaha mikro yang diberikan 
pendampingan melalui Lembaga 
pendampingan Kelembagaan dan 
Usaha 0 
                                 X 100% 
Jumlah  usaha mikro yang ada 
9.397 

0 %  

18.URUSAN PENANAMAN MODAL 
 

         

1 Persentase peningkatan 
investasi di kabupaten/kota 

Jumlah  Investasi Tahun n – jumlah investasi tahun 
n-1 
87.513.514.307 – 81.287.996.263 
                                                                      X 100% 

2.73 % 1 PERDA mengenai  pemberian fasilitas/intensif 
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah  
kabupaten/kota 

0 
 

0  
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jumlah investasi tahun n-1 kabupaten Kota 
87.513.514.307 

    2 Standar operasional prosedur pelaksanaan 
pemberian fasilitas/insentif penanaman modal  

0 
 

0  

    3 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian 
fasilitas/insentif penanaman modal 

0 0  

    4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 0 0  

    5 Kegiatan pameran penanaman modal 0 0  

    6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 0 0  

    7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman 
modal 

123 Pelaku Usaha 123 Pelaku 
Usaha 

 

    8 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman 
modal 

324  Perizinan 
446 non Perizinan 

 

770 Perzinan  

    9 Laporan realisasi penanaman modal ada 
 

 Realisa Rp. 
389.981.400.60
0,00 

 

    10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat 
kabupaten/kota 

0 
 

0  

    11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN   0 
 

0  

    12 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non 
peizinan  kabupaten/kota   

0 
 

0  

2. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 
 

1 Tingkat partisipasi pemuda 
dalam kegiatan ekonomi 
mandiri 

Jumlah  pemuda usia 16 -30 tahun yang berwira 
usaha 0 orang 
                                                                        X 100% 
Jumlah  pemuda usia 16 -30 tahun 45.285 orang 

0 % 1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan 
kewirausahaan  
 

0 
 

0  

    2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan 
kewirausahaan 

0 
 

0  

2 Tingkat partisipasi pemuda 
dalam organisasi kepemudaan 
dan organisasi sosial 
kemasyarakatan 

Jumlah  pemuda usia 16 -30 tahun yang menjadi 
anggota aktif pada Organisasi  = 0 orang 
                                                                     X 100% 
Jumlah  pemuda usia 16 -30 tahun   
= 45.285 orang 

0 % 1 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader 
pengembangan kepemimpinan, kepedulian, 
kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda 

0 
 

0  

    2 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang 
mendapat pelatihan manajemen organisasi 
kepemudaan  

0 
 

0  

3 Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada event olahraga 
nasional dan internasional  
 

9 Medali 1 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di 
satuan2 pendidikan 

21 Orang 
 

21 Orang 
 

 

    2 Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan  
PPLM 
 

0 
 
 

0  

    3 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat 
daerah 

0 
 

0  
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3. URUSAN STATISTIK 
 

1 Persentase Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang 
menggunakan data statistik 
dalam menyusun perencanaan 
pembangunan daerah 

������ &�% ���� �	��������� ���� 
��������� ����� �	������ �	
	�'����� 
�	��������� ��	
��  28 
                                 X 100% 
������ &�% 56 

50 % 1 Tersedianya buku profil daerah  
 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    2 Jumlah  survey statistic    
ectoral yang dilakukan 

0 
 

0  

    3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 0 0  

 
 

   4 Jumlah survey  statistik sektoral yang mendapat 
rekomendasi BPS 

0 0  

    5 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat  
rekomendasi dr BPS 

0 
 

0  

    6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 
sektoral 

0 
 

0  

    7 Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral 0 0  

2 persentase perangkat daerah 
yang menggunakan data 
statistik dalam melakukan 
evaluasi pembangunan daerah 

������ &�% ���� �	��������� ���� 

��������� ����� �	������ �	
	�'����� 
�	��������� ��	
��  28 
                                 X 100% 
������ &�% 56 

50 %      

21. URUSAN PERSANDIAN 
 

1 Tingkat keamanan informasi 
pemerintah 

Jumlah  nilai area  keamanan informasi  0 
                                 X 100% 
Jumlah   area penelian 

0 % 1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan 
melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding 
banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus 
diamankan 

0 
 

0  

    2 Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan 
prinsip sistem manajemen yang telah menerapka 
prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) 
dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem 
elektronik yang ada pada pemerintah daerah 

0 
 

0  

    3 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang 
telah diaudit dengan resiko kategori rendah 

0 0  
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    4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan 
jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang 
ditetapkan  
 

0 
 

0  

22. URUSAN KEBUDAYAAN  
 

1 Terlestarikannya  
Cagar Budaya 

Jumlah  Cagar Budaya yang dilestarikan 26 
                                 X 100% 
Jumlah  cagar budaya yang  terdata 30 

86.66% 1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi 
(inventarisasi, pengamanan penyelamatan dan 
publikasi) pemeliharaan, 

26 kampung situs 
 

26 kampung 
situs 

 

 

    2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 
dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, 
penayaan keberagaman   

0 
 

0  

    3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 
dimanfaatkan  
(membangun karakter bangsa,meningkatkan 
ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat) 

0 
 

0  

    5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, 
penetapan, pencatatan, pemeringkatan, 
penghapusan) 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    6 Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota 
(penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) 
 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    7 Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi 
ke luar provinsi dengan dukungan data 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    9 Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal 
agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, 
teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan 
pemanfaatan koleksi  
museum 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    11 Peningkatan akses masyarakat dalam 
penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum   

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    14 Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan 
permuseuman 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar 
budaya dan permuseuman 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
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    19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan 
masyarakat 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

23. URUSAN PERPUSTAKAAN 
 

1 Nilai tingkat kegemaran 
membaca masyarakat 

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang 
diukur menggunakan survei/kajian kegemaran 
membaca masyarakat   
 

1. Frekuensi Membaca 
2. Durasi Membaca 
3. Jumlah Buku Yang di baca 

3 1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan 
penduduk  
 

Koleksi Perpustakaan yang tersedia  
18.485 
                                 
Jumlah   penduduk  149.802 

0.123  

    2 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh 
masyarakat   

Jumlah kunjungan perpustakan 203  
orang  
                                 X 100% 
Jumlah   penduduk  149.802 
 

0.135 %  

    3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan 
penduduk 

Ketersedian tenga perpustakaan 18 
                       
Jumlah   penduduk  149.395 

0.00012  

    4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional 
perpustakaan 

0 
 

0  

    5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di 
masyarakat 
 

398 
 

398 
 

 

2 Indeks  
Pembangunan  
Literasi  
Masyarakat 

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang 
didapatkan dengan metode sensus dengan 

mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi 
masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM) 

0 1 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media 
(digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya 

0 
 

0  

    2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih 
bahasa 

0 
 

0  

    3 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan 
dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) 
 

0 
 

0  

24. URUSAN KEARSIPAN 
 

1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan 
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah 
dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 
40 dan Pasal 59  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan  

Tingkat ketersediaan arsip 0 1 Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar 
arsip  
 

0 
 

0  

    2 Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar 
arsip 

0 
 

0  

    3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana 
bantu temu balik 

0 
 

0  

    4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN 0 0  
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melalui JIKN  

2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip 
sebagai bahan pertanggungjawaban 
setiap aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara untuk kepetingan negara, 
pemerintahan, pelayanan publik dan 
kesejahteraan rakyat  

Tidak Ada 
 

0 1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK  
 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 
yang sesuai NSPK 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media 
yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota 
yang sesuai NSPK 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi 
kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang 
dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai 
NSPK  

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

     6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat 
tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah  
Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

         

 
II. URUSAN PILIHAN 
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

1 Jumlah Total Produksi  
Perikanan (Tangkap dan 
Budidaya) kabupaten/kota 
(sumber data: one data KKP) 

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budi 
Daya) 
= 1.864,9 + 29,5 
 = 1.894,4 
                                                                       X 100% 
Target Produksi Produksi Perikanan Mengacu 
Renstra Pemda  
= 3.030 + 39 
= 3.069 

1.894,4 
Ton 

1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan  
diversifikasi usaha  
(RTP) 

431 RT 431 RT  

    2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 
 

0 
 

0  

    3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang 
pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) 
Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 

0 
 

0  

    4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan 
pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan 
dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan 
akses iptek dan informasi/dan penguatan 
kelembagaan) 

33 Kelompok 
 

33 Kelompok 
 

 

5    5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di 
produksi   

37.000 benih 
 

37.000 benih 
 

 

2. URUSAN PARIWISATA 
 

1 Persentase pertumbuhan  Jumlah wisatawan mancanegara  tahun n - Jumlah 158,7 % 1 Jumlah entitas pengelolaan destinasi  2 entitas 2 entitas  
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jumlah wisatawan mancanegara 
per kebangsaan1 

wisatawan mancanegara           tahun  n – 1 = 2.634 
-1.018 = 1.616 
                                                                       X 100% 
Jumlah  wisatawan tahun n-1 = 1.018 
 
 = 1.616 x 100 % 
    1.018 

   

    2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas 
umum, dan  
fasilitas pariwisata 

8  fasilitas 8  fasilitas  

    3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis 
usaha di kabupaten/kota 

11  TDUP penyedian Akomodasi 
 
2 TDUP jasa makanan dan 
minuman 
 

11  TDUP 
penyedian 
Akomodasi 
 
2 TDUP jasa 
makanan dan 
minuman 
 

 

    4 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 2.634 orang 
 

2.634 orang 
 

 

    5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di 
dalam negeri 

1. BALI BEYOND TRAVEL FAIR 
2022 

2. CAR FREE DAY 

2 event 
 

 

    6 Jumlah event luar negeri yang diikuti  
kabupaten/kota 

Tidak Ada 
 

Tidak Ada 
 

 

    7 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi 
pada even promosi  pariwisata di dalam negeri  

1. EXPLORE SUMBA 
2.  PT. INDONESIA ADVENTURE 

SPORT 
 

2  Industri  

    8 Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang 
disertifikasi 

 Jumlah tenaga kerja di sektor 
parwisata tersertifikasi 14 
                                 X 100% 
Jumlah  tenaga kerja di sektor 
parwisata 14 

100 %  

    9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor 
kepariwisataan 

Jumlah peserta pembekalan sektor 
kepariwisataan 0 
                                 X 100% 
Jumlah  sasaran  pembekalan 
sektor kepariwisataan 0 

0 %  

    10 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan 
masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha 
masyarakat 

10  lokasi 
 

10  lokasi 
 

 

1 Persentase peningkatan 
perjalanan wisatawan 
nusantara yang datang ke 
Kabupaten 

Jumlah wisatawan nusantara tahun n – jumlah 
wisatawan nusantara tahun n – 1 =   8.649-6.028 = 
2621 
                                                                         X 100% 
Jumlah  wisatawan nusantara  6.028 

43,48 %      
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= 2.621 x 100 % 
  6.028 

2 Tingkat Hunian Akomodasi Jumlah Kamar Yang terjual  300 
                                 X 100% 
Jumlah  kamar yang tersedia  408 

73,52 % 
 

     

3 Kontribusi sektor pariwisata 
terhadap PDRB harga berlaku 

Jumlah  Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 
=  Rp. 8.480,00 
                                                                                  X  
100% 
 
Total PDRB =  Rp. 2.416.860,00 

0.27 %      

5 Kontribusi sektor pariwisata 
terhadap PAD harga berlaku 

Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 
tahun 2022 = Rp. 19.392.219.109 
                                                                                 X 
100% 
 
Total PAD Kabupaten Sumba Barat tahun 2022   = 
Rp. 70.344.572.120,08 

27,56%      

3.URUSAN PERTANIAN 
 

1 Produktivitas  pertanian per 
hektar per tahun 

Jumlah  Produksi pertanian pangan/ha/Tahun 
 = 68.118.603 
                                 X 100% 
luas panen  17.205,350 Ton/ Ha 
 
 

395,9 % 1 Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan 1. Benih Padi Inbrida untuk 500 
Ha 

2. Benih padi Boifortifikasi untik 
280 Ha 

3. Benih Jagung Komposit untuk 
500 Ha  

3 Jenis  

2 Prasaran pertanian yang digunakan   1. Power Thresser  
13 Unit 

2. Corn Seller 3 Unit 
3. Combine Harvester  

11 Unit 
4. Handsprayer Elektrik 10 Unit 
5. UPPO 3 Unit 
6. RJIT 2 Unit 
7. Handtraktor 1 Unit 
8. JUT 3 Unit 
9. Sumur Tanah Dangkal 3 Unit 
10. Sumur Tanah Dalam 3 Unit 
11. Uv Dryer 1 Unit 
12. Bangunan RMU 1 Unit 
13. Mesin RMU 1 Unit 
14. Pompa air 20 Unit 
15. Embung Pertanian 1 unit. 
16. Irigasi perpompaan skala 

besar 1 unit 
17. Pompa air 2 dim 14 uni r  20 
 

17 Prasarana  
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3 Penerbitan izin usaha pertanian   2 izin 
 

2 izin 
 

 

4 Persentase prasarana yang digunakan   100 % 
 

100% 
 

 

5 Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian 
kab/kota 
 

100% 
 

100% 
 

 

2 Persentase  
Penurunan kejadian dan jumlah 
kasus penyakit hewan menular 

Jumlah  Kejadian Kasus Tahun berjalan – jumlah 
kasus tahun sebelumnya = 3.610 
 = 312 - 128 
                                 X 100% 
jumlah kasus tahun sebelumnya 
= 300 
= 3.610 – 300 
           300 
= 3.310 X 100 
    300 

1.103.% 1 Persentase  
fasilitasi  
penanggulangan bencana   

Jumlah area yang dapat di 
tangulangi  6 Kecamatan 
                                X 100% 
luas  area terkena becana = 6 
Kecamatan 
= 2.873  X 100 % 
   3.610  
 

100 %  

4.URUSAN PERDAGANGAN 
 

1 Persentase pelaku usaha 
yang memperoleh izin 
sesuai dengan ketentuan 
(IUPP/SIUP Pusat  
Perbelanjaan dan  
IUTM/IUTS/SIUP  

Toko Swalayan) 

Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin 
sesuai dengan ketentuan  91 

 
                                 X 100% 
Jumlah  Pelaku Usaha 9.397 
 

0.98% 1 Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan 
ketentuan untuk izin :   
a. Pusat perbelanjaan  
b. Toko swalayan 

0 
 

0  

    2 Persentase penerbitan TDG 0 
 

0  

    3 Persentase Gudang yang tidak  
mempunyai TDG   

0 
 

0  

    4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk 
: 

Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri   

a) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba 
dalam negeri  

b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar 
negeri  

0 
 

0  

    5 Persentase pemeriksaan  
fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan 
pengawasan distribusi,pengemasan dan pelabelan 
bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota 

0 
 

0  

    6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu 0 
 

0  

    7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana 
distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 

0 
 

0  

    8 Persentase koefisien variasi harga antar waktu 0 0  
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no indikator kinerja kunci Keluaran capaian kinerja Capaian No indikator kinerja kunci Hasil capaian kinerja Capaian Sumber Data 

1 2 3  4 5 6  7 

  

2 Persentase kinerja pupuk   Realisasi = 3.040.950  ton 
                                 X 100% 
RDKK = 9.896.283 ton 
 
 

30,73 % 1 Jumlah pupuk dan pestisida Realisasi 3.040.950  ton 
                                 X 100% 
RDKK   9.896.283 ton 

30,73 %  

3 Persentase alat – alat ukur, 
takar, timbang dan 
perlengkapannya (UTTP) 
bertanda tera sah yang berlaku 

Jumlah perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah 
yang berlaku  50  
                                 X 100% 
Jumlah   potensi perlengkapannya (UTTP) yang wajib 
di tera dan di tera ulang 670 
 
= 7.39% 
 

 1 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam 
tahun berjalan 

Jumlah perlengkapannya (UTTP) 
bertanda tera sah yang berlaku = 
186  
                                 X 100% 
Jumlah   potensi perlengkapannya 
(UTTP) yang wajib di tera dan di tera 
ulang = 10.312 

1,80 %  

    2 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap 
ketentuan yang berlaku 

0 0  

5. URUSAN PERINDUSTRIAN 
 

1 Pertambahan  
jumlah industri kecil dan 
menengah di Kabupaten/Kota 

Jumlah  industri kecil dan menengah Tahun berjalan  
–  jumlah industri kecil dan menengah tahun 
sebelumnya 
382 -   336 = 46  
                                 X 100% 
jumlah industri kecil dan menengah tahun 
sebelumnya  = 336 

13.69% 1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan 
industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri 
(IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota 

0 0  

2 Persentase pencapaian sasaran 
pembangunan  
industri termasuk turunan 
indikator  
pembangunan  
industri dalam RIPIN yang 
ditetapkan dalam RPIK 

Tidak Ada 
 

0 % 2 Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai 
dengan ditetapkannya menjadi PERDA 

Capaian target tahapan 
penyelesaian RPIK 

Tahapan : 
a. Tersusun naskah akademik 

(30%)  
b. Tersusun Draf Raperda RPIP 

(20%) 
c. Draf Raperda RPIK yang 

disetujui DPRD dan mendapat 
rekomendasi perindustrian di 
kabupaten (25%) 

d. Persetujuan Draf Raperda RPIK 
oelh Bupati Kabupaten (15%) 

e. Penetapan Perda RIPK (10%) 
f. Penilaian Bersifat akumulatif 

terhadap tahapan penyelesaian 
RPIK. 

 

100 %  

3 Persentase jumlah hasil 
pemantauan dengan jumlah Izin 
Usaha Industri (IUI) Kecil dan 
Industri Menengah yang 

Jumlah ijin yang dipantau dan dianalisis dalam 
laporan hasil pemantauan 0 
                                 X 100% 
Jumlah  ijin yang dikeluarkan 0 

0 % 3 Persentase Jumlah  izin yang diterbitkan usaha 
industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan 

0 
 

0  
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no indikator kinerja kunci Keluaran capaian kinerja Capaian No indikator kinerja kunci Hasil capaian kinerja Capaian Sumber Data 

1 2 3  4 5 6  7 

dikeluarkan oleh instansi terkait 
dan pengawasan  

4 Persentase jumlah hasil 
pemantauan dan pengawasan 
dengan jumlah Izin Perluasan 
Industri (IPUI) Kecil dan Industri  
Menengah yang dikeluarkan 
oleh instansi terkait 

Jumlah ijin yang dipantau dan dianalisis dalam 
laporan hasil pemantauan  = 0 
                                 X 100% 
Jumlah  ijin yang dikeluarkan = 0 

 4 Persentase jumlah izin perluasan industri  (IPUI) 
bagi industri Kecil dan menengah yang  
diterbitkan 

Tidak Ada 
 

0 %  

5 Persentase jumlah hasil 
pemantauan dan pengawasan 
dengan jumlah Izin Usaha 
Kawasan  Industri (IUKI) dan Ijin 
Perluasan Kawasan Industri 
(IPKI) yang lokasinya di daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah ijin yang dipantau dan dianalisis dalam 
laporan hasil pemantauan  = 0 
                                 X 100% 
Jumlah  ijin yang dikeluarkan = 0 
 
= 0 % 

0 %  Persentase Izin Usaha Kawasan  Industri (IUKI) dan 
Ijin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 

0 
 

0  

6 Tersedianya Informasi Industri 
secara lengkap dan terkini 

1. Keterkinian : 
i. Tersedianaya Informasi Industri  dengan 

batas waktu 0-6 bulan (50%) 
ii. Tersediaya Informasi dengan batas 

waktu 7-12 bulan (25%) 
iii. Tidak menyampaiakan informasi 

Industri (0%) 
2. Kelengkapan Informasi: 

iv. Informasi Produksi dan Kapasitas 
Produksi (10 %) 

v. Informasi bahan baku dan bahan 
penolong (10%) 

Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan 
keterkinian informasi industry (1+2) 

tersedia  Presentase data perusahan industry 
kecil,menengah dan perusahaan kawasan industry 
di kabupaten yang termasuk dalam SIINas terhadap 
total populasi perusahaan industry kecil,menengah 
dan perusahaan kawasan industry di kabupaten 

0 0  

6. URUSAN TRANSMIGRASI 
 

1    1 Jumlah kawasan transmigrasi yang  
difasilitasi  
penetapannya 

4  UPT 4  UPT  

    2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang  
difasilitasi pembangunannya 
 

5 Unit Bangun Baru 
4 Unit Rehabilitasi 

 9 buah  

    3 Jumlah satuan pemukiman yang dibina 
 

453  Unit 453  Unit  
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    Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. 

Tabel   
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang 

 
NO urusan pemerintahan indicator kinerja kunci  capaian 

kinerja Tahun 
N 

Sumber 
Data 

Ket 

1 2 3 4 5 6 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)  
  

1 Rasio Belanja 
Pegawai di Luar Guru 
dan Tenaga 
Kesehatan 

Jumlah Belanja Pegawai Diluar Guru  
dan tenaga Kesehatan 85.170.421.917 
                                  
Jumlah  APBD  723.169.476.902 

11,78    

2 Rasio PAD Jumlah  PAD 55.785.347.602,17 
 
                                  
Jumlah   PDRB Non Migas 
2.351.536,21 
 

23.72   

3 Maturitas Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) - 

Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai 
(0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan 
Laporan Hasil Quality Assurance (QA) 
yang dikeluarkan oleh BPKP 

Ada pada 
Level 2 
dengan 
catatan 

  

4 Peningkatan 
Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) 

Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai 
(0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan 
Laporan Hasil Quality Assurance (QA) 
yang dikeluarkan oleh BPKP 

Ada pada 
Level 2 
dengan 
Catatan. 

  

5 Rasio Belanja Urusan 
Pemerintahan Umum 
(dikurangi transfer 
expenditures) 

Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan - 
transfer expenditures = 
556.568.892.577,00          
                                  
Jumlah   Belanja APBD 
723.169.476.902,
00 

0.76   

6 Opini Laporan 
Keuangan 

Opini Laporan 
Keuangan  Tahun 
sebelumnya 

WTP   

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGADAAN 

1 Persentase jumlah 
total proyek 
konstruksi yang 
dibawa ke tahun 
berikutnya.  yang 
ditandatangani pada 
kuartal pertama   
 

Jumlah  Kontrak infrastruktur  8 paket 
                                 X 100% 
Jumlah   Kontrak Keseluruhan 101 
 
 
 

7.92%   

2 Persentase Jumlah 
Pengadaan yang 
Dilakukan Dengan 
Metode Kompetitif 

Jumlah  Pengadaan yang dilakukan 
dengan  Metode Kompetitif 
  = 112.262.657.617 
                                 X 100% 
Jumlah  Pengadaan yang dilakukan 
tanpa  Metode Kompetitif = 
21.512.203.653 
= 521,856 % 

521,856 %   

3 Rasio nilai belanja 
yang dilakukan 
melalui pengadaan  
 

Jumlah  belanja langsung yang 
dilakukan melalui pengadaan  
133.783.861.270 
                                  
total belanja langsung   
485.128.407.806 

0.27   

4 Peningkatan 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri Dan 
Produk Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, Dan 
Koperasi Pada 
Pelaksanaan 
Pengadaan 

Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan 
Produk Dlm Negeri, Produk Usaha 
Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 
(n) - Jumlah Nilai PBJ yang 
Menggunakan Produk Dlm Negeri, 
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
Koperasi Tahun (n-1) = 0 
---------------------------------- x 100% 

 0 %   
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NO urusan pemerintahan indicator kinerja kunci  capaian 
kinerja Tahun 

N 

Sumber 
Data 

Ket 

1 2 3 4 5 6 

Barang/Jasa 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan 
Produk Dlm Negeri, Produk Usaha 
Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 
(n-1) = 0 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) 

1 Rasio Pegawai 
Pendidikan Tinggi 
dan 
Menengah/Dasar  
(PNS tidak termasuk 
guru dan tenaga 
kesehatan)   

Jumlah  Pegawai menurut Pendidikan 
PT keatas 1.058 orang 
                                  
jumlah PNS dengan Pendidikan SMA 
kebawah 465 orang 
 

1.96   

2 Rasio pegawai 
Fungsional  (PNS 
tidak termasuk guru 
dan tenaga 
kesehatan) 

Jumlah  pegawai Fungsional  (PNS tidak 
termasuk guru dan tenaga kesehatan) 
1.128  orang 
                                  
jumlah PNS tidak termasuk guru 
dan tenaga kesehatan 1.523 

0.058   

3 Rasio Jabatan 
Fungsional 
bersertifikat 
Kompetensi  (PNS 
tidak termasuk guru 
dan tenaga 
kesehatan)  
 

Jumlah  pegawai Fungsional  (PNS tidak 
termasuk guru dan tenaga kesehatan) 
45 orang 
                                  
jumlah PNS tidak termasuk guru dan 
tenaga kesehatan 1.523 orang 

0.050   

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  (MANAJEMEN KEUANGAN) 
 

1 Deviasi realisasi 
belanja terhadap 
belanja total dalam 
APBD   
 

Nilai absolut dari total PAD dalam 
realisasi = 56.266.124.645,64 
                                  X 100% 
Total PAD dalam 
APBD 
53.675.481.468,0
0 
 

- 

  

2 Deviasi realisasi PAD 
terhadap anggaran 
PAD dalam APBD   

Nilai absolut dari total PAD dalam 
realisasi = 673.098.647.861 
                                  X 100% 
Total PAD dalam APBD 
741.186.258.032 

94 %   

3 Assets Management 1. Apakah ada daftar asset tetap? 
(Ya/Tidak)  

2. Apakah ada manual untuk 
menyusun daftar asset tetap? 
(Ya/Tidak)  

3. Apakah ada proses inventarisasi 
asset tahunan? (Ya/Tidak)  

4. Apakah nilai asset tercantum 
dalam laporan anggaran? 
(Ya/Tidak) 

ada 
 
 

ada 
 
 

ada 
 
 

ada 
 

  

4 Rasio Anggaran Sisa 
Terhadap Total 
Belanja Dalam APBD 
Tahun Sebelumnya 

Nilai Realisasi SILPA 
33.294.611.052,81     
                                  
Total angaran belanja tahun 
sebelumnya 
     673.098.647.861,79             

0.049   

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)   

1 Informasi tentang 
sumber daya yang 
tersedia untuk 
pelayanan   

Belanja anggaran untuk pelayan dapat 
diakses web pemerintah 
                                 X 100% 
realisasi Belanja anggaran untuk 
pelayan dapat diakses web pemerintah 
 

0%   

2 Akses publik 
terhadap informasi 

Jumlah dokumen yang di akses di web 
site pemerintah 

0%   
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NO urusan pemerintahan indicator kinerja kunci  capaian 
kinerja Tahun 

N 

Sumber 
Data 

Ket 

1 2 3 4 5 6 

keuangan daerah                                    X 100% 
Total  dokumen yang telah di rinci 

 

F. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 

 Penetapan indikator kinerja daerah, bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang ukuran keberhasilan pencapaian rancangan program pembangunan 

Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 yang ditetapkan berdasarakan visi dan 

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik oleh Gubernur Nusa 

Tenggara Timur pada tanggal 26 April 2021  yakni “ YOHANIS DADE, SH dan JOHN 

LADO BORA KABBA. S. Pd“ dengan evaluasi pencapaian pelaksanaan program 

pembangunan daerah sampai dengan pada akhir periode masa jabatannya. Target-

target dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumba Barat ditunjukkan dari 

akumulasi pencapaian indikator outcome dari program pembangunan daerah setiap 

tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat 

dicapai. 

Tabel   
 Penjabaran  Perencanaan  Strategis  

Kabupaten  Sumba  Barat  Tahun  2022 
 

MISI TUJUAN SASARAN 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatkan 
Pertumbuhan Ekonomi 
Daerah 

Meningkatnya Pendapatan Perkapita 
Masyarakat 
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor 
Strategis 

Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM 
dan Perdagangan 

Meningkatnya Nilai Investasi  Daerah 

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja 
Meningkatnya Kelestarian Seni Budaya 
Daerah 

Meningkatkan Kualitas 
Infrastruktur Wilayah Yang 
Berwawasan Lingkungan 

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur  Jalan  
dan  Irigasi 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan 
Perhubungan 

Meningkatkan Kualitas Perumahan dan 
Permukiman 

Meningkatnya Pelayanan Penerangan dan 
Energi Lainnya Bagi Masyararakat 

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah 

2 

Mewujudkan Tata Kelola 
Kepemerintahan Yang 
Bersih, Transparansi dan 
Akuntabel 

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Meningkatnya Kemandirian Desa 
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MISI TUJUAN SASARAN 

3 
Meningkatkan Kualitas 
Sumber Daya Masyarakat 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Pendidikan Masyarakat 
Meningkatnya Derajat Kesehatan 
Masyarakat 
Meningkatnya Pemberdayaan dan 
Perlindungan Perempuan Dan Anak 

 

           Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja 

 Perjanjian  Kinerja  merupakan  tekad  dan  janji  Rencana  Kinerja  Tahunan  

yang  penting  dan  perlu  dibuat  serta  dilakukan oleh  Pimpinan  daerah  karena  

merupakan  alur proses yang akan memberikan perspektif tentang apa yang 

diinginkan dan dicapai  untuk mendapatkan hasil  kinerja.  Perjanjian  Kinerja  diawali  

dengan  menyusun dan membuat  Rencana  Kinerja  Tahunan ( RKT ) sebagaimana 

tertuang  dalam RPJMD  dan  Renja.  Dukungan  anggaran  dalam  APBD  Kabupaten  

Sumba  Barat  Tahun  2022, diperlukan  untuk  mendukung dan  merealisasikan  

rencana  kinerja  yang  telah dibuat  dan yang ditetapkan  dalam  bentuk  Perjanjian  

Kinerja  Tahun  2022.  Pemerintah  Kabupaten  Sumba  Barat  telah  menetapkan  

Perjanjian  Kinerja  Tahun  2022, dengan penjabaran  sebagai  berikut : 

Tabel   

Perjanjian  Kinerja  Kabupaten  Sumba  Barat  Tahun  2022 

 

NO SASARAN  STRATEGIS INDIKATOR  KINERJA 
TARGET TAHUN  

2022 

1 2 3 4 

1 
Meningkatnya 
Pendapatan Perkapita 
Masyarakat 

1,1 Pendapatan per kapita (Rp)                  19.602,00  

1,2 Tingkat inflasi (%)                            2,50  

    1,3 Rasio Indeks Gini  0.22  

          

          

2 
Meningkatnya 
Pertumbuhan Ekonomi 
Sektor Strategis 

2,1 Nilai PDRB Sektor Pertanian 
(Juta) 

            2.944.179,00  

2,2 Nilai PDRB Sektor Pariwisata (%)                            1,20  

    2,3 Nilai PDRB Sektor UMKM (%)                          18,00  

          

          

3 
Meningkatnya Daya 
Saing Koperasi, UMKM 
dan Perdagangan 

3,1 
Volume usaha koperasi (Nilai 
uang dalam koperasi) 

  77.397.284.482,00  

3,2 
Prosentase UMKM yang 
Meningkat Omsetnya / Laba 

                         71,00  

3,3 Nilai Ekspor (juta)             1.669.105,00  

       

          

4 
Meningkatnya Nilai 
Investasi  Daerah  

4,1 Jumlah nilai investasi 
(PMDN/PMA) (juta) 

  -  
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NO SASARAN  STRATEGIS INDIKATOR  KINERJA 
TARGET TAHUN  

2022 

1 2 3 4 

          

          

5 
Meningkatnya 
Partisipasi Angkatan 
Kerja 

5,1 Tingkat pengangguran terbuka  6,57  

5,2 Tingkat Partisipasi angkatan 
kerja 

 80%  

          

          

6 
Meningkatnya 
Kelestarian Seni 
Budaya Daerah 

6,1 
Prosentase Cagar Seni Budaya 
Yang Lestari 

                         83,00  

          

          

7 
Meningkatkan Kualitas 
Infrastruktur Jalan dan 
Irigasi 

7,1 Proporsi panjang jaringan jalan 
dalam kondisi baik (%) 

 45,52%  

7,2 Panjang jalan kabupaten dalam 
kondisi baik (>40km/jam) 

                         45,00  

    
7,3 Prosentase Irigasi dalam Kondisi 

Baik 
                         80,00  

         

8 
Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan 
Perhubungan 

8,1 Persentase Desa yang 
Terhubung Dengan Moda 
Transportasi Umum 

41,20% 

          

9 
Meningkatkan Kualitas 
Perumahan dan 
Permukiman 

9,1 Kawasan Kumuh (Ha)  0,34%  

9,2 Persentase penduduk berakses 
air minum 

 6,69%  

    
9,3 Persentase rumah tangga yang 

memiliki sanitasi layak 
 6,15%  

    9,4 Persentase Rumah Layak huni 74% 

          

10 

Meningkatnya 
Pelayanan Penerangan 
dan Energi Lainnya 
Bagi Masyararakat 

10,1 Rasio Elektrifikasi                          50,00  

      

      

          

          

11 
Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup 

11,1 Index kualitas Lingkungan Hidup  73,20  

      

          

          

12 
Meningkatnya 
Pemanfaatan Ruang 
Daerah 

12.1 Ketaatan terhadap RTRW (%)                        100,00  

      

          

          

13 

Meningkatnya 
Akuntablitas Kinerja 
dan Keuangan 
Pemerintahan Daerah 

13,1 Nilai SAKIP  55  ( CC )  

13,2 Opini BPK  WTP  

13,3 Nilai LPPD (Rangking Nasional)                        250,00  

          

          

14 
Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik 

14,1 Indeks Kepuasan Masyarakat  76,61  
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NO SASARAN  STRATEGIS INDIKATOR  KINERJA 
TARGET TAHUN  

2022 

1 2 3 4 

15 
Meningkatnya 
Kemandirian Desa 

15,1 
Index Desa Membangun status 
berkembang 

 20  Desa  

          

          

16 
Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Pendidikan 
Masyarakat 

16,1 Angka Rata Rata Lama Sekolah                          12,00  

16,2 Angka Harapan Lama Sekolah                          15,00  

      

          

          

17 
Meningkatnya Derajat 
Kesehatan Masyarakat 

17,1 Usia Harapan Hidup                          67,00  

      

          

          

18 

Meningkatnya 
Pemberdayaan dan 
Perlindungan 
Perempuan dan Anak 

18,1 Indeks Pembangunan Gender  98,00%  

18,2 
Persentase Desa / Kelurahan 
Ramah Anak  

 66,32  

      

          

 

 Sebagaimana  Tabel  di atas, persentase perjanjian  kinerja  berisi  tentang  

sasaran  strategis  dan  Indikator  Kinerja  Utama ( IKU )  serta  target  kinerja  yang  akan  

dicapai  dan  diwujudkan  dalam  Tahun  2022.  Realisasi  perjanjian  kinerja tercantum 

dalam  perhitungan  capaian  kinerja  masing – masing  IKU. 

 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat selaku pengemban amanah rakyat Sumba 

Barat melaksanakan kewajiban dan mempertanggungjawabkan amanah tersebut. 

Penyajian Laporan Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kabupaten  Sumba  Barat yang dibuat  

sesuai  ketentuan  yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003  tentang  Perbaikan  Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja pemerintah Kabupaten Sumba 

Barat berdasarkan  tingkat  pencapaian  sasaran,  indikator  sasaran  dan menggambarkan  

pula  tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai 

tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan  dilakukan  melalui media rencana 

kinerja yang dibandingkan  dengan realisasinya. 
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 Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan  

realisasi indikator Sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Selanjutnya hasil 

pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi  untuk mengetahui keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 

 Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran 

strategis, menggunakan  skala  pengukuran  sebagaimana  tertera  dalam  dibawah ini  

 

Tabel  

Skala yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progres 

Positif 

No Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 >100 Sangat Baik 

2 85 s/d 100 Baik Sekali 

3 70 s/d <85 Baik 

4 55 s/d <70 Cukup 

5 < 55 Kurang 

 

Tabel   

 Skala yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progres  

Negatif 

No Rentang Capaian Kategori Capaian 
1 >100 Kurang 

2 85 s/d 100 Cukup 

3 70 s/d <85 Baik 

4 55 s/d <70 Baik Sekali 

5 < 55 Sangat Baik 
  

 Secara  umum Pemerintah  Kabupaten  Sumba Barat telah  melaksanakan 

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun  2021–

2026.    

 Mengacu pada RPJMD  Kabupaten  Sumba  Barat  Tahun   2021 – 2026, dapat  

dijabarkan  bahwa, dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut : 

* Misi I terdapat 2 Tujuan ; 4 Sasaran dan 17  Indikator Kinerja Utama ; 

* Misi II terdapat 1 Tujuan ; 2  Sasaran dan 7 Indikator Kinerja Utama ; 

* Misi III terdapat 1 Tujuan ; 3  Sasaran dan 7 Indikator Kinerja Utama: 

* Misi IV  terdapat 1 Tujuan ; 3  Sasaran dan 10 Indikator Kinerja Utama: 
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* Misi V  terdapat 1 Tujuan ; 3  Sasaran dan 9  Indikator Kinerja Utama 

* Misi VI  terdapat 1 Tujuan ; 1  Sasaran dan 4  Indikator Kinerja Utama 

  Adapun pengukuran  sasaran  strategis  dan  Indikator  Kinerja Utama ( IKU )  

yang  telah  ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara  target  dengan  realisasi  

kinerja.  Hasil capaian  kinerja Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, 

berdasarkan Indikator  Kinerja Utama  ( IKU ), sebagaimana  tercantum dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel   
Capaian  Kinerja  Tahun  2022  Berdasarkan  IKU  Kabupaten Sumba Barat 

 
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

Meningkatnya 
Pendapatan Asli 
Daerah dan 
Pendapatan Perkapita 
Masyarakat 
 

PAD 67 Milyar 70,445,311,938,83 105,14 % 

2. 

Meningkatnya Produksi 
dan Produktifitas 
Komoditi Unggulan 
Daerah yang 
berorientasi pasar 

Laju Inflasi 2,12 3,57 
 

31,60 

3. 

Meningkatnya 
kunjungan wisatawan 
baik lokal maupun 
manca negara 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

5,22 % 3,23 
 

61,87 

4. 
Menurunnya 
kemiskinan dan 
pengangguran 

Penduduk Miskin 27 % 27,47 % 
 

98,25 % 

Pengangguran 1,4 % 2,98 % -12,85% 

5. 

Meningkatnya usia 
harapan hidup, status 
gizi masyarakat serta 
penurunan stunting Stunting 23 % 23,3 % 98,69 % 

6 
Meningkatnya kualitas 
kesehatan ibu, bayi 
baru lahir dan balita 

7. 

Meningkatnya mutu 
dan pelayanan 
pendidikan prasekolah 
(PAUD dan taman 
kanak-kanak) 

IPM 63,81 64,43 
 

100,97 % 
8. 

Meningkatnya angka 
partisipasi pendidikan 
dasar sembilan tahun  

9. 

Meningkatnya 
partisipasi masyarakat 
dalam pendidikan 
kesetaraan dan 
informal/ non formal 

10. 

Meningkatnya 
ketersediaan dan 
fungsi infrastruktur 
daerah Peringkat 

Nasional LPPD 
2,7061 - - 

11. 

Meningkatnya 
perumahan dan 
permukiman layak 
huni, bersanitasi baik 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
serta memiliki akses 
air bersih dan listrik 
yang memadai bagi 
masyarakat 
berpenghasilan rendah 

12. 

Meningkatnya 
perencanaan 
pengendalian dan 
pemanfaatan ruang 
serta pembangunan 
yang berwawasan 
lingkungan 

13. 
Menurunnya 
kriminalitas 

14. 

Meningkatnya 
perlindungan 
perempuan, anak dan 
disabilitas 

15. 
Meningkatnya 
ketahanan bencana 

16. 

Meningkatnya 
transparansi dan 
akuntabilitas kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pembangunan 

Nilai SAKIP 53,21 51,55 97 

Opini BPK WDP WTP 150 % 

 

 Uraian  dan  penjabaran  capaian  akuntabilitas  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  

Sumba  Barat  Tahun 2022 per masing – masing  Indikator  Kinerja  Utama (IKU), 

dipaparkan  sebagai  berikut  : 

Capaian Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 berdasarkan Indikator 

Kinerja Utama (IKU)  

1. Pertumbuhan Ekonomi 

 Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk 

adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita, di mana semakin besar 

PDRB perkapita suatu daerah bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan 

masyarakat, begitu pula sebaliknya.  PDRB adalah salah satu indikator untuk melihat 

keberhasilan pembangunan ekonomi. 

 Pertumbuhan ekonomi di samping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan 

pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu 

menggali potensi perekonomian daerah maka akan semakin besar pula PDRB dan 

pendapatan asli daerah yang diperoleh, sehingga mampu meningkatkan keuangan 

daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan gambaran yang berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat dan menjadi 

tolak ukur apakah suatu daerah dalam kondisi baik atau tidak. 

 Kabupaten Sumba Barat di Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada 

indikator kinerja utama “Pertumbuhan Ekonomi” adalah    19,74 %  dengan predikat 

“Kurang”, hasil pengukuran tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel. 

Realisasi Indikator Sasaran 1 “Pertumbuhan Ekonomi” Tahun 2022 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. 
Pertumbuhan 

Ekonomi 
% 5,22 3,23 

 
61,87 

  

 Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja 

pertumbuhan ekonomi masih belum mencapai target yang ditetapkan hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah, dampak dari pandemi Covid-19 

yang dialami oleh Kabupaten Sumba Barat dimana pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Sumba Barat sempat mengalami pertumbuhan negatif hingga minus (-0,27 %),pada 

Tahun 2020 namun saat ini telah mengalami pertumbuhan positif (kenaikan) sebesar 

3,23 %. 

Perbandingan realisasi indikator kinerja pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 dan 

2022 serta target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel. 

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Dibandingkan 

dengan Tahun 2021 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 Target 
RPJMD 
Tahun 
2026 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. 
Pertumbuhan 

Ekonomi 
5,17 1,03 19,92 5,22 3,23 

 
61,87 

5,42 

 

Dapat dijelaskan bahwa dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi pada tahun 2022 

masih ada pada nilai 1,03 %, kedepan diharapkan agar tetap meningkat.  

 

2. Laju Inflasi 

 Bentuk laju inflasi adalah persentase, yang nilainya dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus. Untuk bisa menggunakan rumus tersebut, diperlukan beberapa 

data dari Indeks Harga Konsumen atau IHK. IHK diambil menggunakan data Harga 

Konsumen atau HK. Berikut adalah tabel realisasi Laju Inflasi di Kabupaten Sumba 

Barat  

Tabel 2.58 

Realisasi Indikator Sasaran 1 “Laju Inflasi” Tahun 2022 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi Capaian (%) 

1. Laju Inflasi Point 2,12 3,57 
 

31,60 

     Sumber : Sumba Barat dalam Angka (BPS) Tahun 2022 
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 Data ini masih mengacu pada konsep “sister city” dengan mengacu pada Kota 

Waingapu sebagai sumber data. 

 
Realisasi indikator kinerja laju inflasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan 

Tahun 2021 dan target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel  

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Laju Inflasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun 

2021 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 Target 
RPJMD 
Tahun 
2026 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. 
Laju 

Inflasi 
2,16 0,96 155,55% 2,12 3,57 

 
31,60 

2,00 

 

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

 Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran perbandingan dari harapan 

hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana 

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 

kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berikut ini adalah tabel IPM Kabupaten 

Sumba Barat Tahun 2022. 

Tabel. 

Realisasi Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Manusia” Tahun 2022 

 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. 
Indeks 

Pembangunan 
Manusia 

Point 63,81 64,43 
 

100,97 % 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan 

capaian indikator kinerja utama untuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten 

Sumba Barat jika dilihat dari akumulasi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, 

harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita reel, semuanya menunjukkan 

peningkatan dari tahun ke tahun meskipun masih masuk kategori rendah. 

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 

Dibandingkan dengan Tahun 2021 dan target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat 

disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel  

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 

Dibandingkan dengan Tahun 2021 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 

No. Indikator Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 Target 
RPJMD 
Tahun 
2026 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. 
Indeks 

Pembangunan 
Manusia 

63,59 63,83 100,38% 63,81 64,43 
 

100,97 % 
66 

 

4. Penduduk Miskin 

  Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per 

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berikut ini adalah tabel realisasi 

indikator kinerja utama “Penduduk Miskin”  : 

Tabel  

Realisasi Indikator Sasaran 1 “Penduduk Miskin” Tahun 2022 
 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi Capaian (%) 

1. 
Penduduk 

Miskin 
% 27 27,47 

 
98,25 % 

 

Realisasi Indikator Kinerja Penduduk Miskin Tahun 2022 Dibandingkan 

dengan Tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat disajikan 

dalam tabel berikut : 

Tabel. 

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Penduduk Miskin Tahun 2022 Dibandingkan dengan 

Tahun 2021 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 

No. Indikator Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 Target 
RPJMD 
Tahun 
2026 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. Penduduk Miskin 27,63 28,39 97,25% 27 27,47 
 

98,25 % 
25 

  

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di 

Kabupaten Sumba Barat sebesar 0.95 %. Oleh karena itu pemerintah daerah terus 

mengupayakan agar tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat terus menurun 

dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan guna menurunkan angka 

kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat. 

 

5. Pengangguran 

 Pengangguran atau tunakarya merukan istilah untuk orang yang tidak 

bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan yang layak. Berikut ini 

merupakan realisasi indikator kinerja utama “Pengangguran” di Kabupeten Sumba 

Barat : 
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Tabel. 

Realisasi Indikator Sasaran 1 “Pengangguran” Tahun 2022 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. Pengangguran % 1,4 2,98 
 

-12,85 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan 

angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat. Hal ini oleh dampak Covid-19 

yang terjadi sehingga presentasi tingkat pengangguran di Kabupaten Sumba Barat 

masih tinggi. Hal lain yang memicu tingginya angka pengangguran adalah adanya 

pengangguran terselubung, terjadinya penurunan kunjungan wisatawan sehingga 

banyak pekerja-pekerja yang diberhentikan sehingga menyumbang banyak 

pengangguran. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menurunkan 

tingkat penggangguran di Kabupaten Sumba Barat dengan memberikan bantuan 

sosial berupa barang kepada pelaku usaha UMKM, pendidikan dan keterampilan 

bagi pekerja serta pemberdayaan kelompok-kelompok usaha produktif lainnya. 

Realisasi Indikator Kinerja Pengangguran Tahun 2022 Dibandingkan dengan 

Tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat disajikan dalam tabel 

berikut : 

Tabel. 

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengangguran Tahun 2022 Dibandingkan dengan 

Tahun 2021 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 

No. Indikator Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 Target 
RPJMD 
Tahun 
2026 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. Pengangguran 1,5 1,74 84% 1,4 2,98 
 

-12,85 
1,1 

 

6. Nilai SAKIP 

Hasil Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2022, 

telah diukur dengan predikat “Baik Sekali” dan hasilnya dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

Tabel. 

Realisasi Indikator Sasaran 1 “Nilai SAKIP” Tahun 2022 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi Capaian (%) 

1. Nilai SAKIP Point 53,21 51,55 96,88 

 

Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun 

sebelumnya dan target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat disajikan dalam tabel 

berikut : 

Tabel . 
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Target 

Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun 2021 

dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 Target 
RPJMD 
Tahun 
2026 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. 
Nilai 

SAKIP 
(Skor) 

52,68 52,38 98,43 53,21 51,55 97 55 

 

Dari Kedua tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target nilai SAKIP Kabupaten 

Sumba Barat pada Tahun 2022 yaitu 53,21 (Skor). Berdasarkan data capaian 

kinerja atas IKU tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel 3.2 tentang Capaian 

dan Target Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2021, 2022 dan 2026, diketahui bahwa pada 

Tahun 2022 Bagian Organisasi menunjukkan kinerja yang Baik Sekali (BS), 

meskipun belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target Nilai 

SAKIP sebesar 53,21, pada Tahun 2022 realisasi Nilai SAKIP sebesar 51,55% 

dengan predikat “CC”. Sepintas realisasi nilai SAKIP pada Tahun 2022 terlihat 

mengalami penurunan jika Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 (52,38 atau 

predikat “CC”). Namun sesuai penjelasan dalam surat Deputi Bidang Reformasi 

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor : B/1119/AA.05/2022,  Hal : 

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, tanggal 

6 Desember 2022, dinyatakan bahwa Hasil evaluasi Tahun 2022 "tidak 

diperbandingkan" dengan hasil evaluasi Tahun sebelumnya, karena berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat 

perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi 

Tahun ini (2022) lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja 

baik pada tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah. 

 

7. Peringkat Nasional LPPD 

Nilai LPPD merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) indikator kinerja utama 

Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026. Adapun target serta realisasi Peringkat 

Nasional LPPD sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut : 

Tabel. 

Realisasi Indikator Sasaran 1 “Peringkat Nasional LPPD” Tahun 2022 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi Capaian (%) 

1. 
Peringkat 
Nasional 

LPPD 
Skor 2,7082 - - 
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 Dapat dijelaskan bahwa hasil/realisasi Skor LPPD Tahun 2022 belum dapat di 

sampaikan dikarenakan LPPD Kabupaten Sumba Barat pada saat ini sementara 

dalam proses penyusunan.  

Realisasi Indikator Kinerja Peringkat Nasional LPPD Tahun 2022 Dibandingkan 

dengan Tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat disajikan 

dalam tabel berikut : 

Tabel. 

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Peringkat Nasioanl LPPD Tahun 2022 Dibandingkan 

dengan Tahun 2021 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 Target 
RPJMD 

Tahun 2026 
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. 

Peringkat 
Nasioanal 

LPPD 
(Skor) 

2,7046 - - 2,7061 - - 2,7132 

 

 Berdasarkan data capaian kinerja sebagaimana tergambar pada tabel diatas 

dapat diketahui bahwa belum ada realiasi capaian kinerja Peringkat Nasional LPPD. 

Terkait hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sejak Tahun 2018 sampai dengan saat 

ini, realisasi nilai LPPD Kabupaten Sumba Barat masih menggunakan penilaian 

tahun 2017. Hal ini dikarenakan belum adanya rilis dari Kementerian Dalam Negeri 

atas hasil evaluasi LPPD Sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu 

data capaian kinerja Peringkat Nasional LPPD, (Skor) belum dapat disajikan. 

Namun Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tetap optimis bahwa capaian 

kinerja pada indikator ini mendapat skor yang baik (mencapai/melampaui) target 

yang telah ditentukan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pada Tahun 2017, 

Skor LPPD Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sudah mencapai 2,7023 dengan 

status kinerja tinggi karena adanya kesadaran, komitmen, kerja sama, kerja keras, 

dan koordinasi yang baik antarinstansi/lembaga. Upaya perbaikan yang telah 

dilakukan oleh pemerintah daerah selama beberapa tahun ini, diharapkan skor 

maupun status kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 

akan lebih tinggi dari capaian pada Tahun 2017, sehingga pada akhir periode 

RPJMD, pemerintah daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 

 

8. Opini BPK 

 Pemeriksaan atas Laporan Kuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) adalah untuk memeriksa kewajaran informasi keuangan yang 

disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini 

merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran 

informasi keuangan yang disajikan.  Adapun target dan realisasi Opini BPK tehadap 
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pemeriksaan Laporan Keuangan Pererintah Kabupaten Sumba Barat sebagai 

berikut : 

Tabel. 
Realisasi Indikator Sasaran 1 “Opini BPK” Tahun 2022 

 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi Capaian (%) 

1. Opini BPK Opini WDP WTP 150 

 

Dapat dijelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumba Barat telah mendapatkan Opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap LKPD 

Kabupaten Sumba Barat Tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mendapat Opini 

“Wajar Tanpa Pengecualian”, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 

141.A/LHP/XIX.KUP/06/2022 pada tanggal 13 Juni 2022. Oleh karena itu capaian 

indikator kinerja utama “OPINI BPK” terhadap laporan keuangan Daerah tercapai 

150 %. 

Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK Tahun 2022 Dibandingkan dengan 

Tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat disajikan dalam tabel 

berikut : 

Tabel . 

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Opini BPK Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun 

2021 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 Target 
RPJMD 
Tahun 
2026 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. 
Opini 
BPK 

WDP WDP 100 % WDP WTP 150 % WTP 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian indikator 

kinerja “Opini BPK” yang mana pada Tahun 2021 memperoleh Opini WDP dan pada 

Tahun 2022 memperoleh Opini WTP yang mana realisasi pada Tahun 2022 ini telah 

mencapai target akhir RPJMD Tahun 2026. Hal ini membuat Indikator Kinerja Utama 

“Opini BPK” mendapat predikat Sangat Baik yang mana capaian pada Tahun 2022 

mencapai 150 %.  

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Memperoleh Dana 

Insentif Daerah Atas Kinerja Tahun Berjalan (2022), yang mana salah satu kriteria 

untuk memperoleh dana tersebut adalah memperoleh predikat Opini BPK “Wajar 

Tanpa Pengecualian”, sehingga bedasarkan PMK Nomor 170/PMK.07/2022 
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Tanggal 22 November 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan 

Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten 

Sumba Barat memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 11.531,329,000,- 

yang mana dana tersebut digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di 

daerah yakni untuk perlindungan sosial, dukungan kepada dunia usaha (UMKM) 

serta penurunan inflasi. 

9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Capaian kinerja dari Indikator Kinerja Pendapatan Asli daerah (PAD) telah  

mencapai target yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba 

Barat. Perhitungan capaian kinerja untuk IKU ini mencapai persentase 100 %, 

masuk dalam katagori  BAIK SEKALI. Adapun data capaian indikator ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel. 

Realisasi Indikator Sasaran 1 “Pendapatan Asli Daerah” Tahun 2022 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. 
Pendaptan 
Asli Daerah 

Milyar 67 70,445,311,938,83 105,14 % 

 

 Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Sumba Barat di sumbangkan dari beberapa sektor penting antara lain : 

 Pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 27.074.133.196,50 ; 

 Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 2.721.500.962,00 ; 

 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan sebesar                    

Rp. 4.531.104.366,00; dan 

 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 36.118.573.414,33. 

Selanjutnya perbandingan capaian kinerja di Tahun 2022 dengan            

Tahun 2021 serta periode akhir RPJMD pada tabel berikut ini : 

Tabel. 

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 Dibandingkan 

dengan Tahun 2021 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 Target 
RPJMD 
Tahun 
2026 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. 
Pendapatan 
Asli Daerah 

60 56.05 93,42 % 67 70,445,311,938,83 
105,14 

% 
95 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Tahun 2022 

meningkat sebesar 10,95 Milyar atau terjadi kenaikan sebesar 6,58 %. Namun jika 

dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka pemerintah daerah perlu bekerja 

lebih keras dan terus membangun komitmen yang besar agar pada periode akhir 
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RPJMD target tersebut dapat dicapai bahkan mampu untuk melampai target 

tersebut. 

 

10. Stunting 

 

 Salah satu fokus Pemerintah saat ini adalah penurunan prevalensi Stunting. 

Upaya ini terus dilakukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik 

yang siap untuk belajar, serta mampu untuk berinovasi dan bersaing di tingkat 

regional dan nasional. Adapun hasil pengukuran capaian indikator kinerja 

“Stunting” dengan predikat “Baik Sekali”. Data Capaian Indikator Kinerja disajikan 

dalam tabel berikut : 

 
Tabel  

Realisasi Indikator Sasaran “Stunting” Tahun 2022 
 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi Capaian (%) 

1. Stunting % 23 23,3 98,69 % 

Realisasi Indikator Kinerja Stunting Tahun 2022 Dibandingkan dengan 

Tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat disajikan dalam 

tabel berikut : 

Tabel  

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Stunting Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun 

2021 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 Target 
RPJMD 
Tahun 
2026 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. Stunting 25 % 23,7 % 105,2 % 23 % 23,3 % 98,69 % 14 % 

 

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa sekilas realisasi di Tahun 2022 

belum mencapai target yang telah ditentukan di dalam dokumen RPJMD yakni 

sebesar 23 %, namun jika Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yakni Tahun 

2021 telah terjadi penurunan angka stunting di Kabupaten Sumba Barat sebesar 

0,4 %. Hal ini merupakan capaian yang baik jika Dibandingkan dengan Tahun 

2021. Hal ini masih menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi Pemerintah 

Kabupaten Sumba Barat dalam hal penurunan angka Stunting di Kabupaten 

Sumba Barat dikarenakan target di akhir periode RPJMD Kabupaten Sumba Barat 

yakni sebesar 14 %. Namun Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tetap optimis 

akan mencapai target tersebut, oleh karena itu Pemerintah daerah terus 

mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait serta masyarakat untuk 

berkolaborasi dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Sumba Barat. 
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 Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan guna menurunkan angka 

stunting melalui intervensi gizi spesifik seperti, Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT), pemberian vitamin tambah darah, penyediaan sarana seperti pengadaan alat 

timbang sesuai standar, pengadaan antropometri, dan penguatan kelembagaan 

meliputi optimalisasi tugas tim percepatan penurunan stunting dan melaksanakan 

bimbingan terhadap Kader, pengelola gizi dan Program Bapak Asuh. Disamping itu 

pemerintah daerah melakukan intervensi gizi sensitif melalui perbaikan sanitasi, 

penyediaan sarana air bersih dan penyediaan rumah layak huni. Untuk itu 

pemerintah daerah optimis bahwa target nasional sebesar 14 %, akan dilampaui.  

 

G. TUGAS PEMBANTUAN 

 Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana termuat dalam 

Undang - undang Dasar Tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki 

makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam        Undang - 

Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa 

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan 

Pemerintah.  

 Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua 

wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas 

desentralisasi. pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan 

pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai 

daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas 

provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, 

serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga 

sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten 

dan kota. Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan 

yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus di danai dari APBD. 

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Sumba Barat  tahun 2022 kami sampaikan dengan harapan akan memperoleh tanggapan 

serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang lebih baik. Kami menyadari masih terdapat program dan 

kegiatan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang 

bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat.  



 

74 

 

 Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi 

yang setinggi-tingginya kepada Ketua, para Wakil Ketua serta angota DPRD Kabupaten 

Sumba Barat, segenap jajaran pimpinan Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, tokoh pemuda, lembaga swadaya masyarakat serta seluruh komponen masyarakat 

Kabupaten Sumba Barat atas segala dukungan dan partisipasinya dalam mensukseskan 

dan mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah. 

 

Sekian dan terima kasih. 
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